
BUPATIKARANGASEM 

PROVINS! BALI 

PERATURAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR 33 TAHUN 2022 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, 
NON BERUSAHA DAN PENGAWASAN PADA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARANGASEM, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan asas 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna 
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai 
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan; 

b. bahwa guna mendorong kinerja birokrasi 
Pemerintahan Daerah dibidang perizinan yang efisien, 
efektil dan berkualitas menuju pelayanan prima; 

c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan 
kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan 
terpadu satu pintu, perlu menetapkan Standar 
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha, 
Non Berusaha dan Pengawasan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Standar Operasional Prosedur Pelayanan 
Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan 
Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

a. 

1. 



2 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6215); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 661 7); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ten tang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6618); 

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten tang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 221); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 



Menetapkan 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 201 S ten tang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 
2017 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1956); 

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5); 

12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 
Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 
Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2022 Nomor 7); 

13. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, NON 
BERUSAHA DAN PENGAWASAN PADA DINAS 
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem. 
3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem. 
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem. 

7. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan 
alur pelayanan. 

8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP 
adalah serangkaian petunjuk teknis yang dibakukan mengenai 
proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah. 

9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada 
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau 
kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang 
dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan 
persyaratan dan/ a tau komitmen. 

10. Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan 
kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai 
dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam 
bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan. 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu: 
a. sebagai pedoman standarisasi pegawai dalam menyelenggarakan 

pelayanan pada Dinas dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, 
mengurangi kesalahan dan kelalaian; 

b. meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan 
mendokumentasikan hasil dalam melaksanakan tugas; dan 

c. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan 
pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta 
membantu mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan dalam 
menyelenggarakan pelayanan pada Dinas. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu: 
a. menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat proses 

pelayanan perizinan pada Dinas; 
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b. memudahkan pekerjaan dan memperlancar pelaksanaan 
pekerjaan pelayanan perizinan pada Dinas; dan 

c. meningkatkan kerjasama antara pimpinan, staf dan unsur 
pelaksana pelayanan perizinan pada Dinas serta sebagai acuan 
koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis. 

Pasal 4 

Penyusunan, penetapan dan penerapan SOP pada Dinas dilakukan 
dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: 
a. sederhana, yakni SOP yang mudah dimengerti, mudah diikuti, 

mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang 
jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun 
penyelenggara; 

b. partisipatif, yakni penyusunan SOP dengan melibatkan 
masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan 
mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau basil 
kesepakatan; 

c. akuntabel, yakni hal-hal yang diatur dalam SOP harus dapat 
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang 
berkepentingan; 

d. transparansi, yakni SOP harus dapat dengan mudah diakses 
oleh masyarakat; dan 

e. keadilan, yakni SOP harus menjamin bahwa pelayanan yang 
diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda 
status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas 
fisik dan mental. 

BAB II 
KLASIFIKASI DAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, 

NON BERUSAHA DAN PENGAWASAN 

Pasal 5 

Klasifikasi dan jenis pelayanan yang diatur dengan SOP Pelayanan 
Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Pengawasan pada Dinas 
terdiri dari: 
a. lingkup Perizinan Berusaha berbasis risiko meliputi: 

1. nomor induk berusaha; 
2. sertifikat standar terbit otomatis; 
3. sertifikat standar dengan verifikasi; dan 
4. izin dengan verifikasi. 

b. lingkup Perizinan Non Berusaha meliputi: 
1. sektor pekerjaan um um dan perumahan rakyat yaitu: 

a) persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; 
b) persetujuan bangunan gedung; 
c) persetujuan lingkungan; dan 
d) izin penataan lahan. 

2. sektor perdagangan yaitu: 
a) izin penyimpanan bahan bakar; dan 
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b) surat izin tempat usaha minuman beralkohol. 
3. sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan 

transaksi elektronik yaitu izin penyelenggaraan reklame. 

surat izin praktek tenaga gizi; 
surat izin praktek sanitarian; 
surat izin praktek radiografer; 

surat izin penyelenggara pengobatan tradisional; 
surat izin perbekalan kesehatan rumah tangga; 

surat izin praktek fisioterapi; 
surat izin praktek analis; 
surat izin praktek refraksionis; 
surat izin pengobat tradisional; 

surat izin penyelenggaraan pelayanan dialisis; 
surat izin praktek perekam medis; 
surat izin penyelenggaraan optikal; dan 

4. sektor sosial yaitu: 
a) izin yayasan; 
b) izin panti; 
c) izin pengumpulan uang atau barang; dan 
d) izin undian gratis berhadiah. 

5. sektor kesehatan obat dan makanan yaitu: 
a) surat izin praktek dokter / dokter gigi; 
b) surat izin praktek bidan; 
c) surat izin praktek perawat; 
d) surat izin praktek perawat gigi; 
e) surat izin praktek tenaga farmasi; 
n 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
I) 
m) 
n) 
o) 
p) 
q) 
r) surat izin praktek penata anastesi. 

6. sektor transportasi yaitu: 
a) perpanjangan izin trayek; 
b) izin trayek dengan tujuan tertentu; dan 
c) izin pengusahaan/penyelenggaraan usaha parkir. 

7. sektor pendidikan dan kebudayaan yaitu: 
a) izin pendirian taman kanak-kanak negeri; dan 
b) izin operasional taman kanak-kanak negeri. 

8. sektor pertanian yaitu: 
a) surat izin praktik dokter hewan/dokter hewan spesialis; 
b) surat izin paramedik veteriner pelayanan kesehatan hewan; 
c) surat izin paramedik veteriner pelayanan inseminator; 
d) surat izin paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan 

kebuntingan;dan 
e) surat izin paramedik veteriner teknik reproduksi. 

c. lingkup non perizinan meliputi: 
1. legalisir izin; 
2. pembatalan izin; 
3. pencabutan izin; 
4. surat keterangan dalam proses perizinan; dan 
5. surat keterangan penelitian. 

d. lingkup pengawasan perizinan berbasis risiko pada Dinas. 
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Pasal 6 

SOP pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan pengawasan 
pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pin tu Kabupaten Karangasem Nomor 
09/DPMPTSP/2018 tentang Penetapan Standar Operasional 
Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Karangasem; dan 

b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pin tu Kabupaten Karangasem Nomor 
8/DPMPTSP/2022 tentang Penetapan Standar Operasional 
Prosedur Pelayanan Berusaha, Non Berusaha dan 
Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Karangasem. 

Ditetapkan di Amlapura 
pada tanggal 12 Oktober 2022 

NBUPAT1 KARANGASEM, d' 

1 I GEDE DANA 

Diundangkan di Amlapura 
pada tanggal 12 0ktober 2022 

SEKRETARIS RAH KABUPATEN KARANGASEM, 

SERITA DAERAH KA ASEM TAHUN 2022 NOMOR 33 



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR 33 TAHUN 2022 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, NON 
BERUSAHA DAN PENGAWASAN PADA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA 

t - �· j Nomor SOP 33 Tahun 2022 
-�/ 

? • • ' .. ra 0 s» oo on «e a Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 

BUPATIKARANGASEM 

BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS 

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NAMASOP RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA 

L 



Dasar Hukum Kualifikasi oelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang proses dan ketentuan 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; permohonan NIB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang rendah. 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Non perizinan sebagaimana telah 
dirubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pen yelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan 
1. SOP Persetujuan KKPR. 1. Perangkat Komputer /Printer. 
2. SOP Persetujuan Lingkungan. 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan NIB untuk kegiatan usaha 
3. SOP Persetujuan Bangunan Gedung. dengan tingkat risiko rendah. 
4. SOP Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan 3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan NIB. 

tingkat risiko tinggi/ Izin. 4. Lemari Arsip. 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak 

kepada penerbitan NIB untuk kegiatan usaha dengan 
tingkat risiko rendah. 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA 

(i ) BUPATI KARANOA8EM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 
j REVIS ,- 

TGL. PEMBUATAN ,- 
• Periinan Berusaha Berbani Risiko Nomor Induk Beruaha TGL. REVISI ,- 

TGL. EFEK'TIP 12 0ktober 2022 

Pelakana Mutu Baku 

Front 
No. Uradan Prosedur Office /Petugas Kementerian Peryaratan/ Wake tu 

Keterangan 
Perohon Penerira 8item 088 RBA Investsi Perlengkapan Output 

Laryanan 

NIK penanggungawab Kelengkapan 
I Persia pan Pendaftaran Hak Akes OSS RBA usaha, Email usaha, 1O merit pendaftaran hak 

NPWP, No. Telp Usaha akses 08S RBA 

E NIK penanggungiawab 
2 Pendaftaran Hak Akes O8S RBA usaha, Emal usaha, 0 menit Hak Akes OSS RBA 

NPWP, No. Telp Uaha 

ti Jendela OS RBA 

3 Masuk ke OSS RBA Hak Akse O8S RBA 10 menit terbuka/ 
teraksesnya jendela 

T OSS RBA 

ml Data usaha sccara 
4 Pengisian Data Elektronik Data Usaha Data Usaha lengkap 30 menit elektronik di 0sS 

REA 

5 Validasi Risiko E Data us.aha secara 
IO menit 

Valida risiko 
elektronik di OSS RBA usaha 

I KBLI usaha terinput 
6 Penambahan Kegiatan Uaha Data Kegiatan Us.aha 30 merit di 0sS RBA 

7 Proses Penerbitan NI £ Data tusaha secara 20 menit NIB 
elektronik di 08S RBA 

8 
Memproses centang koritrnen pernyatau E I Data usaha scare 20 menit Komitmen 
mandiri/ self declare elektroik di OS8S RBA Pernyataan Mandiri 

E NIB dan Pernyataan NIB dan Pernyataan 
9 Cetak NIB dan Pernyataan Mandiri Mandiri yang sudah 10 menit Mandiri 

ter proses 

10 Penyeraha NI dan Pernyatnan Mandiri I NI dan Pernyataan 5 merit NIB dan Pernyataan 
Mandiri Mandiri 

Total Waktu 2Jam 3 remit 

l 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO SERTIFIKA T STANDAR TERBIT OTOMA TIS 

Nomor SOP 33 Tahun 2022 t= ) 
I § I "" ' e, dz 

' ."" ' ' 

e 53 Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 

09 s» 0c on «r a e 

BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

SERTIFIKAT STANDAR TERBIT 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NAMASOP OTOMATIS 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang proses dan ketentuan 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; permohonan Sertifikat Standar yang terbit otomatis untuk 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang kegiatan usaha dengan tingkat risiko Menengah Rendah. 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
dirubah, terakhir dengan Pera tu ran Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

% 



Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Persetujuan KKPR. 1. Perangkat Komputer/Printer. 
2. SOP Persetujuan Lingkungan. 2. Panduan syarat pengajuan permohonan Sertifikat Standar yang 
3. SOP Persetujuan Bangunan Gedung. terbit otomatis untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko 
4. SOP Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan Menengah Rendah. 

tingkat risiko tinggi/ Izin. 3. Dokumen ketentuan teknis terkait penerbitan Sertifikat Standar 
yang terbit otomatis. 

4. Lemari Arsip. 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
penerbitan Sertifikat Standar yang terbit otomatis untuk 
kegiatan usaha dengan tingkat Menengah Rendah. 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR TERBIT OTOMATIS 

� , BUPATI KARAN GASE M NOMOR SOP 33 Tahun 20.22 t 
� 

REVISI ,. 
TGL PEMBUATAN ,. 

PERLZIN AN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFTKAT 8TANDAR TERBIT OTOMATIS TOL REVISI ,. 
TGL EFEKTIF • 12 Oktober 2022 

Pelak.n feta Baku 

No. Urda Prosed rot 
Kerenterian Peryartan/ Ketern 

Peso.hon offee/Petug 6item 086 RBA 
lnvestal Perle ska pa Walt Output 

Penerima Layman 

le NIK penanggungiawab 
Kelengkapan pendaftaran ' Persia pen Pendaftauran Hal AkSe8 OBS RBA. usaha, Email usaha, 1o menit hak akses OSS RBA. NPWP, No. Telp Usaha 

m NIK penanggngiawab 
2 Pendafta.ran Hak Akes OSS RBA. usaha, Email usaha, 0 menit. Hak Ak6es OSS RBA. 

NPWP, No. Telp Usaha 

• Jendela OSS RBA 
3 Mask ke OS RBA. Hak Ake8 OSS RBA. 1o menit. terbuka/ teraksesnya 

jendela 0SS RBA 

4 Pengisian Data Elektronik Data Usabe ml Data Usaha lengkap 30 menit Deats tsaha secar 
elektronik di OSS RBA 

5 Validasi Risiko. ·s Data usaha scare 10 menit Validasi risiko usaha elcktronik di OSS RBA 

a I KBLI usaha terinput di 6 Penambathan Kegiatan Usahe. Data Kegiatan Usaha 30 menit OSS RBA 

7 Proses Penerbitan NIB dan Sertifikat - Data usaha secara 
30 menit. NIB. Standar elektronik di OSS RBA 

Memproses centang koritmen pernyataan E I Data usaha scare Komitmen Pernyatan 8 mandiri/ self declare elektronik di OSS RBA 20 menit Mandiri 

Cetak NIB, Pernyataan Mandiri dean lH NIB, Pernyatean Mandiri NIB, Pernyatan Mandiri Q Sertifikat Stander dean Sertifikat Stander 15 menit dan Sertifikat Stander 
yang sudah ter proses 

Penyerahan NIB, Pernyat#an Mandiri den • NIB, Pernvatan Mandiri NIB, Pernyataan Mandiri 10 Sertfikat Stander dan Sertfikat Stander 5 menit. dan Sertifikat Stander 

Total Wake tu 2Jam 0 nett 



ST AND AR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO SERTIFIKA T STANDAR DENGAN VERIFIKASI 

Nomor SOP 33 Tahun 2022 

(­ 
'�/ ' • e 

e. rs Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 0 1 0s» 0c on «e a c 

BUPATI KARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NAMASOP RISIKO SERTIFIKAT STANDAR 

DENGAN VERIFIKASI 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang proses dan ketentuan 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; permohonan Sertifikat Standar melalui verifikasi perangkat daerah 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis terkait untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko Menengah 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Tinggi. 
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonoerizinan sebagaimana telah 

% 



diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/ perlengkapan 
1. SOP penerbitan NIB. 1. Perangkat Komputer/Printer. 
2. SOP Persetujuan KKPR. 2. Panduan syarat pengajuan permohonan Sertifikat Standar melalui 
3. SOP Persetujuan Lingkungan. verifikasi perangkat daerah teknis terkait untuk kegiatan usaha 
4. SOP Persetujuan Bangunan Gedung. dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 
5. SOP Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan 3. Dokumen ketentuan teknis terkait penerbitan Sertifikat Standar 

tingkat risiko tinggi/ Izin. melalui verifikasi perangkat daerah teknis terkait untuk kegiatan 
usaha dengan tingkat risiko Menengah Tinggi. 

4. Lemari Arsip. 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
penerbitan Sertifikat Standar melalui verifikasi perangkat 
daerah teknis terkait untuk kegiatan usaha dengan tingkat 
risiko Menengah Tinggi. 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR DENGAN VERIFIKASI 

s ) NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

t BUPATI KARANGABEM 
REVISI 
TOL. PEMBUATAN 

• PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR DENGAN VERIFIKASI TGL. REVISI 
TGL. EFEKTI 12 0ktober 2022 

Pelaksan Muta Baku 

Perangkat 

Front Daer ah Telenis Kerenterlan 
No. Uralan Prosed ur Office /Pet ugas (DPUPR, Kepala Investasi/ Persyarat an/ Keterangan 

Pemohon Penerira ATR/BPN, DPMPT8BP 8istem 088 Perlenglapan 
walct u out put 

Laya.nan DLH, PD RBA Telnis 
Ladnnya) 

le9 
NIK penanggungiawab Kelengkapan 

I Persia pan Pendaftaran Hak Akses 08s RBA. usaha, Email usaha, Io menit pendaftaran hak 
NPWP, No. Telp aks«es OS RBA. 

Usaha. 

j NIK penanggungjawab 

Pendaftaran Hak Akses OSS RBA. usaha, Email usaha, 10 menit. Hak Akses 05S 
2 NPWP, No. Telp RBA 

Usaha 

mi Jendela OSs RBA 

3 Masuk ke OSS RBA. Hak Akes OSS RBA. 1o menit. terbukaf 
teraksesnya jendela 

I 0SS RBA. 

mi Data usaha secar 
4 Pengisinn Data Elektronik Data Usabe Data Usaha lengkap 30 menit. elektronik di 0ss 

RBA. 

Data usaha secara Validasi risiko 
5 Validasi Risiko. elektronk di 0ss 10 menit. 

RBA. usaha 

E KBLI usaha 
6 Penambahan egiatan Usaha. Data Kegiatan Usaha 30 menit terinput di 0ss 

RBA 

DPU; Pemenuhan Persyaratan Dasar Periinan 
ATR/ 'N 

Persyaratau Persetujunnf 
7 Dito lake Io hari 

Derusha (PKKPR) permohonan PKKPR Penolakan KKPR 



Pelasana Muta Baku 

Perangat 

Front Daerah Telni Kementerian 
No. Uraian Prosed ur Offee/Petag (DPUPR, Kepala Investasi/ Persyaratan/ Keteragan 

Pero.hon Penerima ATR/BPN, DPMPT8BP 8item 088 Perlenglapan Walt u output 
DLH, PD 

Layanan Tells RBA 

Lalnnya) 

8 
Perenuhan Persyaratan Dasar Periinan ii Persyarata PL I1 hari Persetujuan/ 
Berusaha (Persetujuan Lingkungan) Penolakan PL 

9 
Perenuhan Persyaratan Dasar Perizinan na Persyaratan P'BG 30 hari Persetujuan/ 
Berusaha (PBG) Penolakan PG 

10 
Pemenuhan Persyaratan Dasar Perizinan nia Persayaratan SLF 7 hari Persctujuan/ 
Berusaha (SLF) Penolakan SLF 

Uploud pemenuhan persyartan Sertifikat mi Persyaratan SS secara Teruploudnya 11 Stand.ar Se ktoral 
7 hari 

persyaratan SS 

Per ba kan/ Dit 
olakl e Persetujuan/ Perba 

12 
Verifikasi Pemenuhan persyartan Sertifikat Uploudan persyaratan 7 hari an/ Penolakan 
Stand.ar ss pemenuhan 

persyaratan SS 

min BA peteriksaen 
13 Persetujuan Pemenuhan Persyaratan administrasi dan 

7 hari NIB dan SS 
Sertifikat Standar. 

I 
Surat Persetujuan disetujui 

Penerbitan SS 

14 Penerbitan NIB dan Sertifikat Stand ar in lmi NIB dan SS disetujui 30 menit. NIB dan ss. 
I 

15 Cetak NIB dan Sertifikat Standar. a NIB dan SS yang 15 menit. NIB dan SS. sud ah diterbitkan 

16 Penyerahan NIB dan Sertifikat Standar [@ I NIB dan SS 5 menit NIB dan SS. 

Total Walt u 79 la 2 jam 30 1enit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA 
BERBASIS RISIKO IZIN DENGAN VERIFIKASI 

Nomor SOP 33 Tahun 2022 
) 

�� 

•• 
e. 54 00 0s»» 0c on roe Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 

BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NAMA SOP RISIKO IZIN DENGAN VERIFIKASI 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang proses dan ketentuan 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; permohonan PKKPR. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 3. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang proses dan ketentuan 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; permohonan Persetujuan Lingkungan. 
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 4. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang proses dan ketentuan 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu permohonan PBG dan SLF. 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 5. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang proses dan ketentuan 

-�--------------------------------- 



diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem permohonan Izin, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko Tinggi. 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP penerbitan NIB. 1. Perangkat Komputer/Printer. 
2. SOP Persetujuan KKPR. 2. Panduan KBLI Tahun 2020. 
3. SOP Persetujuan Lingkungan. 3. Panduan syarat pengajuan permohonan PKKPR. 
4. SOP Persetujuan Bangunan Gedung. 4. Panduan syarat pengajuan permohonan Persetujuan Lingkungan. 
5. SOP Sertifikat Laik Fungsi. 5. Panduan syarat pengajuan permohonan PBG. 

6. Panduan syarat pengajuan permohonan PKKPR. 
7. Panduan syarat pengajuan permohonan SLF. 
8. Lemari Arsip. 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
pen er bi tan Izin melalui verifikasi perangkat daerah teknis 
terkait untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko Tinggi. 

l 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR DENGAN VERIFIKASL 

s » BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP · 33 Tahun 2022 

REVIS ,. 
TGL. PEMBUJATAN ; 

' . PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO IZIN DENGAN VERIFIKASI TGL REVISE ,. 
TGL. EFEKTIP : 12 0ktober 2022 

Pelak«na Muta Baku 

Peranglat 
Front Daerah Telni 

Kementerian No. Urda Prod Offc /Petugas {DPUPR, Kepala Investai/ Peryaratan/ Keterngan Perohon Penerims ATR/BPN, DPMPTSP 8item 088 Perlenga pan Wakctu Output 
Layman DLH, PD 

RBA Telads 
Ladnnya] 

Persia pan Pendaftaran Hak Akscs OSS RB/I. 
,_ NIK penanggungiawab Kelengkapan I 

usa ha, Ernail usaha, 10 merit. pendaftaran ha.k I NPWP, No. Telp Usa ha akses OSS RBA. 

mi NIK penangsungiawab 
Hak Akses OSS 2 pendaftaran Hak Akes OSS RBA 

usaha, Email usaha, 10 menit. RBA. NPWP, No. Telp Usaha 

V 
Jendela OS RBA 

3 Masuk ke OSS RBA SJ Hak Ase8 OSS RBA IO menit. terbuka/ 
teraksesnya jendela 

OSS RBA. 

min Data usaha secara 4 Pengisian Data Elektronik Data Usaha. Data Usa ha lengkap 30 memit. clektronik di Oss 
RBA. 

5 Validasi Risiko. I Data usaha secara 
10 memit. Validasi risiko 

clektronik di OS RBA usa ha. 

E KBL usaha 6 Penambahan Kegiatan Usaha. Data Kegiatan Usaha 30 menit terinput di 0SS 
RBA 

% Perenuhan Persyaratan Dasar Periinan ATR/ 'N 
ersetujuan/ 7 Dito la.kl Persyarata 10 hari Berusaha (KKPR] permohonan PKKPR Penolakan KKPR 



Pelakan Mtutu Bal 

Perng.at 

rot Daerah Tekni Kenterln 
No. Urda Prod ur Office/Petug (DPUPR, Kepala Inveti Persyratn/ Keterngn 

Peso.hon Penerlr# ATR/BPN, DPMP TSP Sit ea 088 Perlenglpan Walt u Output 

Lyn DLH, PD RBA Tend 
Ladnya] 

8 
Pemenuhan Persyaratan Dasar Perizinan ii Penyaratan L 1I hart Persetujuan/ 
Berusaha (Fersetujuan Lingkungan) Penolakan PL 

9 
Perenuhan ersyaratan Dasar perizinan n Persyamatan PBG 30 hari Persetujuan/ 
Berusaha (PBG] Penolakan PBG 

7 

10 
Perenuhan Persyaratan Dasar Periina n nia ersayaratan SLF 7 hari Persetujuan/ 
Derusaha (SLF) Penolakan SLF 

Uploud pemenuhan persyaratan Lin 1111111 Persyaratan lain Teruploudnya 
11 7 har persyaratan lzin Se ktoral sccara Scktoral secktoral 

Pert a/Dito Persetujuan/ Perba 
lal 

�lul 

an/Penolakan 
12 

Verifikai Perenuhan persyaratan lain Uploudan persyaratan 7 hari perenu ha n Sektoral lzin Sectoral persyaratan lzin 
Sektoral. 

mi BA pemeriksaan 

Persctujun Permenuhan Persyaratan [in adrministrasi dan NIB dan lzin 
13 Surat Persetujuan 7 hari Sektoral penerbitan lzin Sektoral disetujui 

Sektoral. ~in NIB 

14 Penerbitan NIB dan lzin Sektoral. -- NIB dan lzn Sektoral 30 memit NIB dan lzin 

I disetuju Sektoral 

mi NI dan ln Sektoral NIB dan lzin 15 Cetak NIB dan zin Sektoral yang sudah 15 menit. Scktoral diterbitkan. 

16 Penyerahan NIB dan lzin Scktoral le I NIB dan lain Secktoral S memit NIB dan lzin 
Sektoral. 

Total Walto 79 bani 2 jar 30 sent 

l 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANF AA TAN RUANG 

t ' 
NomorSOP 33 Tahun 2022 s 

11.,, .. -:- p1 Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 09 s» 0c on e a e 

BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN 
PEMANFAATAN RUANG 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang 1. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer 

Penataan Ruang; 2. Memahami pelayanan administrasi publik 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang 3. Memahami alur atau tahapan proses administrasi perizinan 

Cipta Kerja; 4. Mengetahui dan memahami syarat pengajuan permohonan izin 
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 5. Memahami pengisian blangko permohonan izin 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 6. Mengetahui tim teknis dari OPD terkait 
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 7. Memiliki kemampuan untuk mengisi Iembar disposisi 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan 
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029; 

% 



7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 
2012 - 2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 - 2032; 

8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 30 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Batas Sempadan Pantai; 

9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan 
dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Persetujuan Lingkungan. 1. Perangkat Komputer/Printer. 
2. SOP Persetujuan Bangunan Gedung. 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan KKPR. 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan KKPR. 
4. Buku Registrasi KKPR. 
5. Buku Monitoring Perjalanan Dokumen. 
6. Buku Penyerahan Arsip Izin Terbit. 
7. Lemari Arsip. 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak: 1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah 

1. Pelaksanaan Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, prosedur dan waktu dengan RTR. 
pelayanan tidak jelas. 2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan 

persyaratan dasar seluruh perizinan yang dipersyaratkan 
dalam melakukan kegiatan/usaha. 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSA HA PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG 

t ) gUPATI KARANGASEM NOMOR SOP 33 Tahun 2022 

� 
REVIS 
TGL. PEMBUA TAN 

PERSETUJUAN KESESUALAN KEGLATAN PEMANFAATAN UANG 
TGL. REV1SI . 
TGL EFEKTIF 12 0ktober 2022 

PELAKSANA NUTU BAKU 

No KEOLATAN 6EKRE TARIAT 
KET 

PEMOHON DPMP TSP KAN TOR PORUM FORUM PENATAAN KELENGKAP AN WAR TU OUTPUT PERTANAIMAN PENATAAN RANG 
RUANG 

J Pendaftaran melalui DPMPT'SP J. Dokumen Permohonaon • Pendaf taran scar a (]pemohon sebelum 
2 SHM / Bukti Kepemihikan manual pad mendaftar agar konultas ke 
3. Surat Pernyataan bermetera DPMTSP klintk usaha taru sat untuk 

bahwa peran fa.a tan ruan noogetahui inforrai tata 
merang benar sea ruang terhadap lokasi yang 
permohonan dimohonkan PKKPR 

2 Penilaian Kelengkapan dan 1. oordinart lokasi, I Hani Kerja I Dokumen (] Bila kegiatan pemanfaatan 
Valida i 2 ebutuhan has laban kegiatan perrohonan ruagnya berdampak atau 

Perna.nfa.a tan Ru.ang dinyatakan lengkap berpengaruh terhalap 
3. informasi penguaan taah. keterodiaan dan ualits air 
4 informasi jeni keia tan; baku/air berih n v4 5 oncana jumlah lantai 
6 bangunan; 
7 renca.a lua lants bangunan, 

dan 
8 rencana teknis bang utan 

dan/atau rencana ind uk 
awas.an 
encana Penggunaan Air 
Baku/Air Bersih (y 

3 Pengecekan Penmohonan T J Dokeumen Perrohonan yang Hani Kerja 1. Bukti baya PNBP Permohonan diproses hany.a 
udah dinyataan +englap jila peryaratan dinyataan 

noA • lengkap dan NBP telah 
dibaryar oleh perohon 

4 Pecbuatan Pertek Pertanaha mu ' Bukti bayar PNBP Io Hani Kerja 1. Pertimbangasn Tekis 
Pertanahan 

2 Polygon (shp) Loki 
Permohonan 

' Penyampaan Pertek Pertana han t. Pertirnbangan Tekni I Hari Kerja J. Derkas Permohonan 
dun Polygon [.hp) ke DPMPTSP 2 Pertanah.an Penlaian KKPR 

Polygon ( hp) Loki 
permohonan 

6 Penyampaian Berks I Derkas Permohonan Penilaian IO Hari Kerja I Resume apat 
Permohonan Penilaan ke PKKPR Kajiun PKKPR 
ekretariat FPR 2 Peraturan terkauit Tata Ru.an$ Derita Arana Ha l 
Pembuatan Pra Kajian PKKPR Perila in 
Penjadwala Rapat PPR 
Ra pat Forum Peats.an Rua.ng 
ntuk 
penilaian doleumen usulan 
eeiatan Pemanfa.a tan Ruane 

7 Penerbitan PKPR J. Resume Rapt Kajian PKP 2 Hani Kenia 1 PKKP untuk • Disetujui seluruhnya a / Derita Acara Hal Perilaiacn kegiatan • Disetujui sebagiaan 
nonberusa ha • Ditolak dengan diserta 

alas.an penolaan 
8 enyatpain Hal Perrohonan J. PKPR untuk kegia tan ! Hari Keri 1 Tata Terina PKAPR 

nonberusaha 

TOTAL WAR TU 26 Hanf Kerj« 

% 



ST AND AR OPERASIONAL PROSED UR PERIZINAN NON BERUSAHA PERSETUJUAN BANGUNAN GED UNG 

' ' Nomor SOP 33 Tahun 2022 t 1 Tanggal 
"' �/ - .. Pembuatan 

' Tanggal Revisi .» - 
Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 

e. <4 09 s 0 on « a.e 

BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
I. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 1. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer 
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan 2. Memahami pelayanan administrasi publik 

Gedung; 3. Memahami alur atau tahapan proses administrasi 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan perizinan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang 4. Mengetahui dan memahami syarat pengajuan 
Bangunan Gedung; permohonan izin 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 30 Tahun 2016 tentang 5. Memahami pengisian blangko permohonan izin 
Penetapan Batas Sempadan Pantai; 6. Mengetahui tim teknis dari OPD terkait 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 7. Memiliki kemampuan untuk mengisi lembar disposisi 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan 
dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 
Tahun 2019 tentang Penvelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu 



ST AND AR OPERAS I ON AL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA PERSETUJUAN BANG UN AN GEDUNG 

Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 
6. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 180 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Garis Sempadan Bangunan di Kabupaten Karangasem; 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 1. Perangkat Komputer/Printer 
2. Persetujuan Lingkungan 2. Aplikasi SIMBG 

3. Panduan syarat Pengajuan Permohonan PBG 
4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan PBG 
5. Buku Registrasi 
6. Buku Monitoring Perjalanan Dokumen 
7. Buku Penyerahan Arsip Izin Terbit 
8. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak: Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang 

1. Pelaksanaan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung tidak dapat diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk 
dilaksanakan dengan baik, prosedur dan waktu pelayanan tidak membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, 
jelas. dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar 

teknis Bangunan Gedung. 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJZINAN NON BERUSAHA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

s BUPATIT KARANGASEM NOMORSOP : 33 Tahun 2022 
REVISI 

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG TGL PEMBUATAN < TGL REVISE 
TGL EFEKTIF 12 Oktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

Kegiatan PEMOHON DPUPR DPMPT'SP to 
Ket 

Pemohon Operator Pengawas TPA/TPT Sekretaria Kepala Kepela Pet ugas Persyaratan/ Wart u Output t DHnas Dinas Front Office Kelengka pan 

' ? 2 e e 7 4 0 11 12 ' PEMOHON membuat akun input dan upload SIMBG (data pada SIMBG pu.go.id berkas permohonan tanah) melakukan upload sesuai dalam bentuk pdf. persyaratan persayaratan pada SIMBG 
administrasi 
dan 
persyaratan 
teknis 

2 DPUPR (petugas operator - SIMBG {data um um I hari terverifikasi Pasal 18 (ayat) 2, p 
Verifikasi dokumen) dan data teknis) pada SIMBG perbup 6Tahun memeriksa kelengkapan 

2019, surat berkas yang diupload 
kesesuaian zonasi pemohon 
menara (untuk .l 
kegiatan lip 

pem bangunan 
menara 
telekomunikasi) 

PKKPR/ 
Pernyataan 
Mandiri pelaku 
UMK Sudah 
Tervalidasi 
pasal 5 (perbub 
37 Tahun 2022) 
rencana tapak 
yang disetujui 
OPD teknis 
(untuk kegiatan 
pengem bang 
perumahan 

3 Pengawas SIMBG (data tanah, 3 hari jadwal Melaksanakan Penugasan persyaratan sidang, email TPA/TPT administrasi dan ke pemohon 
persyaratan teknis] 

l 



• TPA/TPT SIMBG (data tanah, 14 hari hasil sidang, Jika ditolak akan 
persyaratan BAP dan dibahas dalam disampaikan ke 
administrasi dan Rekomtek rapat konsultasi sekretariat untuk upload 
persyaratan teknis] BAP Penolakan 

Jika dengan perbaikan, 
akan disampaikan ke ad Perbadin Tap Perbaikan 

ln dlbutan 8AP sekretariat untuk upload oleh Skretriat 
BAP Perbaikan dan 
memberi catatan 
perbaikan pada SIMBG 

jika tanpa perbaikan akan 
menandatangani 
rekoemendasi persetujuan 
teknis 

I 

Sekretariat 
menghitung besaran 

3 hari retribusi 
mencetak SKRD I hari ' KEPALA DINAS PUPR 

Tanda tangan 
Menandatangani Et] Rekomendasi 2 hari Rekomtek 
rekomendasi teknis TPA/TPT, 

perhitungan retribusi 

6 DPMPTSP Rekomtek Kadis 2 hari PBG 
Operator memverifikasi PUPR, bukti 
bukti pembayaran SKRD pembayaran SKRD 
Pengawas memastikan ■ rill permohonan PBG telah 
memenuhi standar teknis 
dan pembayaran Retribusi 

memvalidasi penerbitan 
PBG 
menerbitkan PBG - Total Walt u 26 Harl Kerja 

' 



ST AND AR OPERASIONAL PROSED UR PERIZINAN NON BERUSAHA PERSETUJUAN LINGKUNGAN 

s Nomor SOP 33 Tahun 2022 
Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 

' • 
e. rs 0 s»» 0o on «r a e 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BEWRUSAHA 
NAMASOP PERSETUJUAN LINGKUNGAN 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
I. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 1. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer. 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Memahami pelayanan administrasi publik. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 3. Memahami alur atau tahapan proses administrasi 

Lingkungan; per1zman. 
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 4. Mengetahui dan memahami syarat pengajuan 

tentang Jenis Rencana Usaha dan /atau Kegiatan Yang Wajib permohonan izin. 
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 5. Memahami pengisian blangko permohonan izin. 

4. Peraturan Menpan-RB Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman 6. Mengetahui tim teknis dari SKPD terkait. 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 7. Memiliki kemampuan untuk mengisi Jembar disposisi. 
Pemerin tahan; 

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu 
Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; 

6. Pera tu ran Bupati Karangasem Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) 
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Serta Surat 

l 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA PERSETUJUAN LINGKUNGAN 

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 
Hidup (SPPL) 

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan 
dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. 1. Perangkat Komputer/Printer. 

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan. 
3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin 

Lingkungan. 
4. Buku Registrasi Izin Penataan Lahan. 
5. Buku Monitoring Perjalanan Dokumen. 
6. Buku Penyerahan Arsip Izin Terbit. 
7. Lemari Arsip. 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak: Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap 

1. Pelaksanaan Pelayanan Izin Lingkungan tidak dapat dilaksanakan orang yang melakukan usaha dan / a tau kegiatan yang wajib 
dengan baik, prosedur dan waktu pelayanan tidak jelas. amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sebagai prayarat untuk 
memperoleh izin usaha dan / atau kegiatan. 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA PERSETUJUAN LINGKUNGAN 

NOMORSOP 33 Tahun 2022 t i ) BUPATI KARANGASEM 
REVIS! �tF 
TGL PEMBUATAN - 

.»" PERSETUJUAN LINGKUNGAN TGL REVIS 

TOL EFEKTIF 12 0tober 2022 
Pelan. fatale 

PEMOHON DL DPMPTSP No Keglt.a. 
Ket 

Peso.hon Jr Ti Pet.ld Kepd Di. Peter vertff.of epal Dim Pery.rt/ Wt Output Meler.gap 

' ' . . , 
" " a " ' PEMOMON 

Melaaplean Pertubagn Teri yng 
Mendaftln renoan a.ha wudah mend«patkn relorend di DLH 
en pd item 0.S 

men.gnput dt pelakeu us.haded on 
item 09$ 9A 

men@put data ah. rt.au kB.LL I KTP, NIK, NW Ac yang diphih dalame outer OS.S RA 
Erl draft NIB 

item 0gs.8 BA rvlid reiko 
uh vu.a KBL' yang dipidih den 
frerule pnyet de.r 
Pere tujaan inggen 

2\Jr DLH ' melaeuen verifli penrohon.an yang 
maul pad berand 08. lu DLH 

3Han 

el.ln verifili peoenu.hen 
penyare tan dengan do.luoen 
hgungot PerrenLHK lo.4 

3Han Tahun 2021 

jika uah/ egar tan terror 
Notfikt lee arun otat nortii 

ktgoni wab AMDAL, dan UKL- UPL 
pemo hon ten 0e4 

pro hon gar melengapi dokeuen 
7 Han pro.hon 

linguogn 

p hleton tide tenolon. 
wail AMDAL da KL ULpro hon 
gr mlengpi douen Langan Hani 

engirloon h.el vnifie e pod 
petoo on 

3Har 

end[kn peril doe uen .... . Jadwl wnibile lung u.@n Vernifilo dan drf I Henri do.lumen lingungen au. nnper.g.lo«en tr.i peril 
doleuenen lnglurgan 

Hani 
3 TIM PENLAI draft dolcuen bent oar 

roleul fp«t pen do.kuoen ling.kungn (AMDAL petri.. 
at UKL UPLJ, rfat dolruen big organ lingluorgan 
bent0f« (AMDAL at UKL 

mnyep.ti h rcpt peril enrie.e UP 
dala bent roar« dolumen bing rgn 

a de perbu.kn diturn.gkn dlane 
Amdal 70 Hart benit prerile..n dokeueen 

3 Hart hung ngan don diteru.kn le pad Dito.le __ ..,._ 
pa td. ad perbeuln dole uen 

UKL UL 7 Han hong gn edit«rgl.an dla benit '•·��1"' car« proenile.. dokeuoen 
ling organ ke perohon 

l 



• KP ALA DL 

ti Draft SKKL dun I Mari sKKLH da PKPLH 
rand.too pnet.a IL PKLH 
untuk ha/keg tn wjib UKLUL 

0nanet.ogpert an KLH 
untuke a ha/egact.on wacid AM AL 

5 PETOGAS VERIFTKAST DPT erenifin notifiki I Ht Draft berita aor 
laeuen peon.le.pro.lo. peonu. peon..n 
kKPLH pad.a uiitem 08.$ pry.or di tr drotr den 

08s, tel,rt draft 
pererbta 

moo.t beniter petri. penetju.an 
«drier6et lrgugn 
rob.t6wt pr tut. 

pererbuiton perr tug an lung uogan 

en.gpan pref don tad tr.gn 
lepad epad din 

6 ADH DPT8P Draft bent«or terefile di item 
fr.ht pr tug..e penile 2Han 08s 
poerbtn per tug an hinge.n ad rt.o de 
l enit«c% peerile.n tel, r deft 
tr prerbit pr tu...n 

ling#urn 

Total Waktu 30 Hari Kerja 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENATAAN LAHAN 

eg 01 4s» os one a e] 
BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA 

Nomor SOP 

Tanggal Efektif 

Disahkan Oleh 

NAMASOP 

33 Tahun 2022 

12 Oktober 2022 

BUPATIKARANGASEM 

IZIN PENATAAN LAHAN 

Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum; 

3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 
2 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam 
Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan lzin Perubahan 
Penggunaan Tanah; 

4. Peraturan Menpan-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penataan 

Kualifikasi Pelaksana 
1. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan 

komputer 
2. Memahami pelayanan administrasi publik 
3. Memahami alur atau tahapan proses administrasi 

perizinan 
4. Mengetahui dan memahami syarat pengajuan 

permohonan izin 
5. Memahami pengisian blangko permohonan izin 
6. Mengetahui tim teknis dari SKPD terkait 
7. Memiliki kemampuan untuk mengisi lembar 

disposisi 

% 



Laban. 
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan 
1. Seluruh SOP Petugas Pelayanan 1. Perangkat Komputer/Printer 

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin 
Penataan Laban 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan zin 
Penataan Laban 

4. Buku Registrasi Izin Penataan Laban 
5. Buku Monitoring Perjalanan Dokumen 
6. Buku Penyerahan Arsip Izin Terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak: 1. Izin Penataan Laban adalah surat penetapan yang 

1. Pelaksanaan Pelayanan Izin Penataan Lahan tidak dapat dilaksanakan diberikan kepada Instansi Pemerintah yang 
dengan baik, prosedur dan waktu pelayanan tidakjelas. memerlukan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 

untuk kepentingan umum. 

! 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENATAAN LAHAN 

NOMOR SOP . 33 Tahun 2022 

l BUPATI KARAN GASE M REVISE ' 
TGL PEMBUATAN 

' . Irina Penataan Laban TGL REV/SI 
TGL. EFEKTIF . 12 0ktober 2022 

Pelak.ma Mutu Baku 
Petaga Petug Petuga Penerima 

No Kegia tan Pesohon Pendaftaran Peak Peyerban lain Tie Teknd% JF Koordiaator J Ke pala KELENGKAPAN Wk tu output 
Keterangan 

J TSP Administrai JF Jr PTSP (Frot PTSP PTSP DPMPTSP 

(Front Offee) PTSP Office) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1I 12 13 I4 
1 Mengajukan berkas en-_ • Berka Perrohonan f Merit Berka Permohonan 

Perrohonan pde I 
2 Memeniksat dean meneliti I A - - Berkas Permohonan, 30 Menit Berkas Permohonan berkas tidak lengkap, tidak 

kelengapean berkas Bukti registrasi dapat dilakukan registresi 
permohonan, setuju ika .... ... 
persyaratan lengkap 

le 

untuk diregistrasi, tidak 
setuju jika persyaratan 
tidak lengap untuk 
diregstresi 

3 Memilah Berkas yang . Berks Permohonan 7 Hari . Berkas Perrohonan Paling Lama T hari kerja, sejak 
perlu peninjauan .4. ..- didaftarkan, Suda.h dilakukan 
lapeangan dan yang - Buku registrasi Jadwal Peninjauan 
tan pa peninjauan Lapangan 
lapangan, Menyiapkan - BA Hasi] Verifikasi 
Jadwal lapan gan dean 
Berita Acara verifikasi 
untuk beras yang tidak - Draff tin 
perlu peninjeuan 
lapengan lanjut cetak 
Draft lzn 

4 Melakukan Peninjauan • Berkas Permohonan I Hari • Berkas Permohonan Apabtla lebih dani 3 bulan cjak 
Lapangan dalam rangka 

$ 
dihubungi oleh Petugas Pelaksana 

Verifikasi teknis dan - Blangko Saran Tim - Saran /rekomendasi kekurangan administrasi, maka 
Administrasi, Setuju - 4.. - ......., Teknis Tim Teknis permohonan dibatalkan/gugur dean 
diterbitkan apabila harus diajukan ulang 
memenu hi ketentuan 
Teknis, apabila terdapat 
kekurengan 

. Daftar Hadir, Alat - Dafha, Dokumentasi administrasi, hubung 
pemohon untuk dukumentasi kegiatan 
melengkapi. Tidak 
setuju diterbitkan 
apabtla tidak memenuhi 
ketentuan teknis, lanjut 
dibuatkan penolakan 

5 Melaku kan reapitulas Berkas Perrohonan 3 Han . Berkas Permohonaun 
notu len dan menyusun 
Denita acans hasil - Saran /rekomendasi Tim - Notulen, BA lapangan 
verifikasi teknis dan - . 
administrasi, scued - Deafha, Dok umentasi • Draft lain / Penolakan 

hasil peninjauan kegiatan lzin 

lapen gan, mnencetak 
Draft Lin dan /atau 
drat penolakan izin 



Pela Muta Bakr 
Petag Petuga Petuga Penerira No Kegiatan Pero.hon Pendaftra Pelan Penyerhan Ii Tim Telni Jr Keordinator Ke pal 

KELENOKAPAN Wal tu output Ketrang 
JF PTSP Administrasi JF TSP (rout PrsP prsP DPMPTSP 

(Front Offiee) rsP ofeey 

' ? 3 4 5 6 7 8 9 10 ' 12 1.4 4 6 Memeniksa den I • • Berkas Permohonan 30 Menit Berkas Permohonan menandatangani, 
Notulen. Bernita Acara 

Notulen, BA Lapan gan - Notulen, BA Lapan gn Hasil Peninjauan 
Lapan gen, faraf 

Draft lin / Penolakan - Faraf Lin/Penolakan in/ penolakan izin 
in lzin 

7 Mereriksa dan • Berkas Permohonan 30 Menit • Berkas Permohonan menandatangani, 
Notulen, Derita Acare 

- Norulen, BA lapangan - Notulen, BA lapangan Hasil Peninjauan 
Lapan gan, faraf 

• Faraf lzin / Penolak.an - Faraf Lin / Penolak.an iin /penolakan izin 
lzin lain 

8 Memeriksa den Berkas Permohonan 15 Memit • Derkas ermohone menandatangani, 
Benita Acare Hasil 

Notulen, IA lapangan Notulen, BA la pan gan Peninjauan Larpangan, 
Lain / penolakan izin 

• Faraf lzin /Penolakan lzin dan /ata 
lzin Penolakan lzin 

9 Mendokumentasikaen Berkas Permohonan 15 Merit Satu Set berkns berkas dan 
Lengkap dengan lzin kelengkapannya, lanjut 

menyerahkan izin den 
- Notulen. BA lapangan zin dan /ata atau penolakan iin ke 

Penolakan lain yang petugs Penyerahan lzin 
ak.an diserahkan (front Orce) 

lzin den/atnu 
Penolakan Lin 

10 Meregistrasi izn dan lain dean / atau 10 Menit lzin dan /atau eta penolakan izin 

tllL Penolakan lzin yang Penolaknn lzin yang yang diterima, ak.an diserahksn akan diserahkan Menyerahkan lzin 
Kepada Pemohon 

Tenda Terra Lin 
dan /atau Penolakan 
zin 

II Menerima in dan /atau lain dean /atau o Menit • Tande Terime le Penolakan lzin Penolakan lzin yang dan /ata Penolakau 
akan diserah ken lzn 

Tenda Terima lzin 
dan /atau Penolakan Lzin 

Jam la.h Watt 11Hart a2Jam 25 Memit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR !ZIN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR 

t% Nomor SOP 33 Tahun 2022 �-' 7' ...>" ' " 

e. +a Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 0 s»» 0o 0n c a e 

BUPATI KARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP IZIN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Mikro, Kecil dan Menengah; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah permohonan Izin Penyimpanan Bahan Bakar. 

Daerah; 
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M- 
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Izin Penyimpanan Bahan Bakar; 

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

« 



ST AND AR OPERASTONAL PROSEDUR IZIN PENYIMP ANAN BAHAN BA KAR 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Persetujuan KKPR l. Perangkat Komputer/Printer 
2. SOP Persetujuan Lingkungan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Penyimpanan Bahan 
3. SOP Persetujuan Bangunan Gedung Bakar 
4. SOP Surat Izin Usaha Perdagangan 3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Penyimpanan 

Bahan Bakar 
4. Buku Registrasi Izin Penyimpanan Bahan Bakar 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak 

kepada penerbitan Izin Penyimpanan Bahan Bakar tidak 
tepat waktu. 



STANDAR OPERASION AL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENYIMP ANAN BAHAN BAKAR 

s BUPATI KARAN GASE M NOMOR SOP • 33 Tahun 2022 
REVISI ; 

TL. PEMBUATAN ,- 
lie Penyimpane Bahn Bar TGL REVIS ,- 

' ,. TGL. EFEKTIF • 12 October 2022 
Pelak«an Mfutu Baku 

front 
N. tradan Poe du Offee/Petuga Tim Tell Peryarta Keterangan 

Peso hon Peaerir JF Keiatan Kepala Dina Perlengpan Walt u output 
Lay#an 

dokumen permohonan dolumen 1 Pen gayuan permohonan 
in permohonan izin 

Registrasi, menerira dean memenksa 
dokumen permohonan 2 kelengapan berkas den cetak tanda 60 Menit tanda terima berks 

terire berkes n 

hika berkas tidak 
lengap dean benar, 
JF 

dokumnen permohonan 
Berks permohonn mengkorunikasikan 3 Entry Data darn Verifikasi Berkas Lin tidal ya 

in 60 Me nit yang sudah kepada pemohon agar 
terverifiasi berkas dilengkapi 

Eh � Penjadwalan den Surat Undangan • Penjadwalan dan verifikasi lapan gan 
verifikasi lapangen 

3 hari verifikasi lapengan 

Notulen verifikasi lapeangan, berita @care Daf tar Hadir 
5 pemeniksaan administrasi dan te.knis Benita Acare 120 menit Notulen, dan Benita 

Acare 

6 Tande Tengan Elektronik ln 5 Merit lzin 

7 lzin Terbit [e- H 5 merit 

Total Wake tu 3 haul 250 
ma enit 



STAND AR OPERASIONAL PROSED UR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN TEMP AT USAHA MINUMAN BERALKOHOL 

(3) Nomor SOP 33 Tahun 2022 

,§7 
" .a> 

+f 1 

e a3 090 s» 0c on a e Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 

BUPATIKARANGASEM 
Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

SURAT IZIN TEMPAT USAHA 
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP MIN UMAN BERALKOHOL 

DasarHukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Kecil dan Menengah; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan permohonan Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman 
Daerah; Beralkohol (SITU-MB). 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M­ 

DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 

5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M- 
DAG/PER/ 12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan 
Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan 
Pengendalian Minuman Beralkohol; 

6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan 
dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 

7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan 

! 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN TEMPAT USAHA MINUMAN BERALKOHOL 
dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 23 Tahun 2017 tentang 
Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan 
dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Persetujuan KKPR 1. Perangkat Komputer/Printer 
2. SOP Persetujuan Lingkungan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Tempat Usaha 
3. SOP Persetujuan Bangunan Gedung Penjualan Minuman Beralkohol ( SITU - MB ) 
4. SOP Surat Izin Usaha Perdagangan 3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Tempat 

Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB) 
4. Buku Registrasi Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman 

Beralkohol (SITU-MB) 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsi p 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 

penerbitan Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman 
Beralkohol (SITU-MB) 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN TEMPAT USAHA MINUMAN BERALKOHOL 

t t l NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 t BUPATI KARANGASEM 
REVIS! 

' • 7 
TGL. PEMBUATAN '. 

Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol TGL. REVISI 
4 

TGL. EFEKTIF 12 0ktober 2022 
Pelaksana Mutu Baku 

Front 
No Uralan Prosedur Office /Petugas Tim Teknls Persyaratan/ Keterangan 

Pemohon Penerima JF Kegiatan Kepala Dinas Perlengkapan Waktu Output 
La yaan 

'6 dokumen permohonan dokume 1 Pengajuan permohonan 
zin permohonan irin 

Registrasi, menerima dan memeriksa 
dokumen permohonan 2 kelengkapan berkas dan cetak tanda 60 Menit tanda terima berkas 

terima berkas izin 

Jika berkas tidak 
lengkap dan 

Derkas permohonan 
benar, JF 

dokumen permohonan mengkomumikasi 3 Entry Data dan Verifikasi Derkas lzin Ya 
izin 60 Menit yang sudah kan kepada 

terverifikasi pemohon agar 
berkas dilengkapi 

4 Penjadwalan dan verifikasi la pangan Penjadwalan dan 3 hari Surat Undangan 
verifikasi la pangan verifikasi la pangan 

5 
Notulen verifikasi lapangan, berita acara Eh Berita Acara 120 menit Daftar Hadir Notulen, 
pemeriksaan administrasi dan teknis dan Derita Acara 

6 Tanda Tangan Elektromik • lzin 5 Menit in 

7 zin Terbit I­ H 5 menit 

Total Wakctu 3 hari 250 
menit 

% 



ST AND AR OPERAS! ONAL PROSED UR PERJZINAN NON BERUSAHA IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 

t Nomor SOP 33 Tahun 2022 
d 

� 

\.§_✓ 
r ' ." 

e rs 09 s» 0o 0n r a e Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 

BUPATIKARANGASEM 
Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP IZIN PENYELENGGARAAN 
REKLAME 

DasarHukum Kualifikasi Pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Retribusi Daerah. 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2011 ten tang dan prosedur pengajuan permohonan Izin 

Pajak Reklame; Penyelenggaraan Reklame. 
3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Karangasem; 
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan. 

% 



STANDAR OPERASTONAL PROSEDUR PERIZTNAN NON BERUSAHA lZTN PENYELENGGARAAN REKLAME 

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan 
1. SOP PKKPR Darat 1. Perangkat Komputer/Printer. 
2. SOP Persetujuan Lingkungan/ SPPL 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin 
3. SOP Persetujuan Bangunan Gedung ( PBG) Penyelenggaraan Reklame. 

3. Blanko permohonan Izin Penyelenggaraan 
Reklame. 

4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin 
Penyelenggaraan Reklame. 

5. Buku Registrasi Izin Penyelenggaraan Reklame. 
6. Buku monitoring perjalanan dokumen. 
7. Buku penyerahan arsip izin terbit. 
8. Lemari Arsip. 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
penyelesaian Izin Pen yelenggaraan Reklame tidak dapat dilaksanakan 
dengan baik, prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian tidak jelas dan 
tidak terukur. 

% 



STANDAROPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 

& . BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

� 

REVISI .. 
TGL. PEMBUATAN . 

Izin Penyelenggaraan Reklame TGL REVIS! . 
' " - . TGL. EFEKTIF : 12 0ktober 2022 

Pelaksana Muta Baku 
Front 

No. Uraian Prosed ur Office/Petugas Tm Telkcnls Persyaratan/ Keterangan Pemohon Penerima JF Kegiatan Kepala Dina Perlengkapan Wakrtu Output 

La ya.nan 

I Pengajuan Permohonan - dokumen permohonan dokumen 
I izin permohonan izin 

Registrasi, menerima dan memeriksa .. dokumen permohonan 2 kelengkapan berkas dan cetak tanda I izin 
60 Menit tanda terima berkas 

terima berkas 

Entry Data dan Verifikasi kelengkapan d dokumen permohonan Berkas permohonan 
3 Berkas Ya izin 60 Menit yang sudah 

terverifikasi 

1111 menyesuaikan 
Penjadwalan dan verifikasi lapangan Penjadwalan dan 3 hari Surat Undangan dengan jumlah 4 

I verifikasi lapangan verifikasi lapangan permohonan yang 
masuk 

Visitasi dan Penerbitan Rekomendasi in Daftar Hadir 
5 Teknis Berita Acara 120 Menit Notulen, dan Berita 

I Acara 

6 Tanda Tangan Elektronik En lzin 5 Menit Izin 

lzin Terbit - I 5 menit 7 

3Hari4 
Total Walrtu Jam 10 

Menit 



STAND AR OPERASIONAL PROSED UR PERIZINAN NON BERUSAHA IZfN YA YASAN 

() Nomor SOP 33 Tahun 2022 

\�- 
8KI ." e. 54 09 s» 0o» 0n «e a c 

Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 
BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA 
NAMASOP IZIN YAYASAN 

Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang tentang Yayasan 
3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan. 

Kualifikasi pelaksana 
1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Menguasai/memiliki pengetahuan tentang syarat dan 

prosedur pengajuan permohonan Izin Yayasan 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINANNON BERUSAHA !ZIN YAYASAN 
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Sosial 1. Perangkat Komputer /Printer 

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan lzin Yayasan 
3. Blanko permohonan lzin Yayasan 
4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Yayasan 
5. Buku Registrasi lzin Yayasan 
6. Buku monitoring perjalanan dokumen 
7. Buku penyerahan arsip izin terbit 
8. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada Izin Yayasan 
tidak dapat diselesaikan dengan baik, prosedur, persyaratan, waktu 
penyelesaian tidak jelas dan tidak terukur. 

l 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA ZIN YAYASAN 

NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 
BUPATI KARANGASEM 

� 

REVISI : - 

' TGL. PEMBUATAN - 
Iain Yayasan TGL REVISI ' - .+ TGL EFEKTIF : 12 0ktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

Front Koordinator 
No. Uralan Prosedur Office /Petugas Analis Persyaratan/ Waktu 

Keterangan 
Pemohon Penerima Jr Kebijakan OPD Telnts Ke pala Dlnas Perlengkapan Output 

La yanan PTSP 

Registrasi -- H Dokumen permohonan Dokumen I ijin permohonan ijin 

2 
Menerima dan memeriksa kelengkapan 

len 

, 

tidal lengkap Dokumen permohonan 60 menit Cek list berkas tidal ijin 

3 Cetak Tanda Terima Berkas - cek List 10 menit Tanda terima berkas I • Jika jumlah ijin 
yg diverifikasi 

Entry Data dan Verifikasi kelengkapan Dokumen permohonan dokumen yang sudah banyak maka 
4 data. tidal ya ijin hari terverifikasi waktu yang 

diperlukan 
adalah 1 hari 

5 
Membuat Surat Pengantar Berkas ke .. { Dokumen permohonan 30 menit draf surat pengantar OPD Teknis ijin 

• surat pengantar yang 
6 Penandatanganan Surat Pengantar surat pengantar 30 menit sudah 

ditandatangani 

7 Mengirim berkas ke OPD teknis - Dokumen permohonan 30 menit ekspedisi ijin 

sin Apabila dokumen 

Penerbitan rekomendasi teknis rekomendasi teknis 2 hari rekomendasi teknis 
lengkap dan 

8 
] benar 

9 Penetapan lzin min izin 1 hari izin 

Pemberian lzin Terbit /Surat Keterangan )e- l I 
10 Penolakan izin 10 menit izin 

Total Waktu 4 hart 170 
menit l 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PANTI 

( Nomor SOP 33 Tahun 2022 s • 

' %.." Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 It..,.,. l1, 

e 5 09 s» oo on a c 
BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA JudulSOP IZIN PANTI 

Dasar Hukum 
1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 

tentang Standar Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial 
Anak; 

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah 
Kabupaten/Kota; 

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 
tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan. 

Kualifikasi pelaksana 
1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Menguasai/memiliki pengetahuan tentang syarat dan 

prosedur pengajuan permohonan Izin Panti 

k 



ST AND AR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PANT! 
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan 1. Perangkat Komputer/Printer 

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Panti 
3. Blanko permohonan lzin Panti 
4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin 

Panti 
5. Buku Registrasi Izin Panti 
6. Buku monitoring perjalanan dokumen 
7. Buku penyerahan arsip izin terbit 
8. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan oendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada Izin Panti 
tidak dapat diselesaikan dengan baik, prosedur, persyaratan, waktu 
penyelesaian tidak jelas dan tidak terukur. 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PANT 

( ) BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

REVISI : �- TGL. PEMBUATAN " ." lzin Panti TOL REVISI 
• 
. 

TGL EFEKTI 12 0ktober 2022 
Pelaksana Mutu Baku 

Front 
Koordinator No. Uralan Prosedur Office/Petugas Persyaratan/ Keterangan Pe mohon Penerima JF Analis Kebijakan Kepala Dinas Perlengkapan Waktu Output 

Layanan PTSP 

Dokumen Dokumen I Pengajuan permohonan 
permohonan 

I permohonan izin 
izin 

registrasi, menerima dan memeriksa a Dokumen tanda terima 2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima 60 menit berkas, entry data permohonan izin berkas 

Jika kelengkapan 
berkas tidak 
lengkap dan benar 
JR 
mengkomunikasika 

Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidal Dokumen 
I hari 

n kepada pemohon, 3 
permohonan izin berita acara berita acara dibuat 

setelah pemohon 
melengkapi 
kekurangan 
administrasi. 

ya 

4 Penetapan izin draf izin I hari penetapan izin 

5 Cetak izin terbit -- H penetapan izin 30 menit izin 

Total Waktu 2hart 90 menit 

l 



ST AND AR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA !ZIN P ANTI 

( Nomor SOP 33 Tahun 2022 �' --,, �7 
+..6 Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 it I 11 

e 4 09 s» 0o» on e a cc 
BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA 
NAMA SOP IZIN PANTI MANDIRI 

Dasar Hukum 
1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 

tentang Standar Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial 
Anak; 

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah 
Kabupaten/Kota; 

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 
tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
atas Pera tu ran Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 ten tang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan. 

Kualifikasi pelaksana 
1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Menguasai/memiliki pengetahuan tentang syarat dan 

prosedur pengajuan permohonan Izin Panti Mandiri 

% 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PANT! 
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan 1. Perangkat Komputer/Printer 

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Panti 
Mandiri 

3. Blanko permohonan Izin Panti Mandiri 
4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin 

Panti Mandiri 
5. Buku Registrasi Izin Panti Mandiri 
6. Buku monitoring perjalanan dokumen 
7. Buku penyerahan arsip izin terbit 
8. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada Izin Panti 
Mandiri tidak dapat diselesaikan dengan baik, prosedur, persyaratan, waktu 
penyelesaian tidakjelas dan tidak terukur. 

• 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PANTI MANDIRI 

. NOMOR SOP • 33 Tahun 2022 

t BUPATI KARANGASEM 

r� 

REVISI ; 

TGL. PEMBUATAN ,. 
Iln Panti Mandiri TGL. REVISE ' .» 

TGL. EFEKTIF • 12 0tober 2022 

Pell Mutu Balcu 

No. Uran Prosed ur Front Koordinator Peryartan Keterangan 
Peno hon Offee/Petug JF Analis OPD Tent Kepala Dins Perlenglapan Walctu Out put 

Penerima Laya.nan Kebijl PTSP I Registrasi €p H Dokumen perohonan Dokumen 
ijin permohonan ijin 

2 
Menerima dan memeriksa kelengkapan I••�• tidal lengp Dokumen permohonan 60 menit Cek list berkas tidal ijin 

3 Cetak Tanda Terina Derkas ts oek List 10 merit Tenda terima 
berkas • Jika jumlah ijin 

yg diverifikasi 
Entry Data dan Verifikasi kelengnpan Dok umen permohonan dokumen yang beanyak mak.a 

4 data tidle ya ijin I hari sudah tervenifikasi waktu yang 
diperluken adalah 
I bari 

5 
Membuat Surat Pengantar Derkas ke in Dokumen permohonan 30 merit draf surat 

OPD Teknis - 
I 

ijin pengatar 

mi surat pengantar 
6 Penandatanganan Surat Pengantar surat pengantar 30 menit yang sudah 

ditandatangani 

7 Mengirim berkas ke OPD teknis • I Dokumen permohonan 30 menit ekspedisi ijin 

uh Apa bila dokumen 

8 Penerbitan rekomendasi teknis rekomendasi teknis 2 hari rekomendasi teknis 
lengkap dan 

7 be nar 

9 Penetapan Lzin mi izin I hari in 

Pemberian lzin Terbit/Surat [a- f-a I 
10 Keterangan Penolakan izin 1o menit izin 

Total Walctu 4 bari 170 
menit 



ST AND AR OPERASIONAL PROSED UR PERlZlNAN NON BERUSAHA IZIN PENGUMPULAN UANG AT AU BARANG 

« Nomor SOP 33 Tahun 2022 

N 
tO ':--t'" p 1 Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 09 4 0s» 0» 0n «c a c 

BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU 
BARANG 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

tentang Pengumpulan Uang Atau Barang; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 permohonan Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). 

Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Sosial Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional 
Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan 
Pengumpulan Uang Atau Barang Dengan Sistem Online; 

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 
56 / HUK/ 1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan 
Subangan Oleh Masyarakat; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Non perizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Pera tu ran Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 . 

% 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENGUMPULAN UANG A TAU BARA NG 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Izin PKKPR 1. Perangkat Komputer/Printer. 
2. SOP Izin Lingkungan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Pengumpulan Uang 
3. SOP Izin Lokasi atau Barang (PUB) 
4. SOP Izin Penetapan Lokasi 3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Pengumpulan 
5. SOPPBG Uang atau Barang (PUB) 

4. Buku Registrasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan oendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) 
terlambat. 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG 

✓' 

) NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 t BUPATI KARANGASEM 
REVISI , 
TGL PEMBUATAN : ." lain Pengumpulan Ung atau B«rang TGL REVIS 

" TGL EFEKTIF 12 0ktober 2022 
Pelalan Mutu Bale 

Front 
No. Ural«n Prose dur Office/Petugas Koordinator Analls Persyaratan/ Keterangan Pemohon Penerima Anali Kebijln Kebijalan PTSP OPD teknis Kepala Dina Perle ngka pan Waktu Out put 

Lary«nan 

I Registrasi pp I-Hp Dokumen permohonan Dokumen 
ijin permohonan ijin 

2 
Menerima dan memeniksa kelengkapan I , .. j tidal lengkp Dokmen permohonan 60 menit Cek list berkas tidale ijin 

3 Cetak Tanda Terima Berkas th cck List 1o menit Tanda terima 
berkas • Jika jumlah ijin 

dokumen yang yg diverifikasi Entry Data dan Verifikasi kelengkapan Dokumen permohonan banyak maka 4 data tidal • ijin I bari sudah waktu yang terverifikasi diperukan 
adalah I hari 

5 Membuat Surat Pengantar Berkas ke 0PD EE lH Dokumen permohonan 30 menit draf surat Teknis 

I 

ijun pengantar 

al surat pengantar 6 Penandatanganan Surat Pengantar surat pengan tar 30 memit yang sudah 
ditandatangani 

7 Mengirim berkas ke OPD teknis E I Dokumen permohonan 
30 menit ekspedisi ijin 

min Apa bila 
Penerbitan rekomendasi teknis rekomendasi dokumen 8 rekomendasi teknis 2 hari 

teknis lengkap dan I benat 

9 Penetapan zin mj izin 1 hari izin 

IO Pemberian [zin Terbit/Surat Keterangan le- l I 
izin I0 menit izin Penolakan 

Total Waktu 4 bani 170 
menit 

• 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA !ZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH 

t.) Nomor SOP 33 Tahun 2022 

�� i... 
Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 � ,, .. p 1 0 s» oo on r a c 

BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA JudulSOP IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian; 1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 

Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri permohonan Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB) 
Sosial Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional 
Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan 
Pengumpulan Uang Atau Barang Dengan Sistem Online; 

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2017 tentang Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis 
Berhadiah; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 

« 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA !ZIN UNDIAN ORA TIS BERHADIAH 

Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. SOP Izin UGB 1. Perangkat Komputer /Printer. 

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Undian Gratis 
Berhadiah (UGB) 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan lzin Undian 
Gratis Berhadiah (UGB) 

4. Buku Registrasi Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB) 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsi p 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB) terlambat. 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERZINAN NON BERUSAHA IZIN UNDIAN GRATIS BERHADHAH 

" ) BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 t 
� 

REVISI 
TGL PEMBUATAN ,. 

Iin Undian Gratis Berhadiah TGL. REVIS! , . .....,��-"" 
TGL. EFEKTIF 12 Oktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Urala Posed Front Koordinat or 
Persyaratan/ Keterangan Pemohon Office/Petgas Analis Kebiflan Analla Kebijaloan oPp telni Kepala Dins Perlenglapan wWalet u out put Penerlra Layaan PT8BP 

I Registrasi p H Dokumen permohonan Dokumen 
ijin permohonan ijin 

Menerima dan memeniksa kelengkapan berkas I ··-• tidal lenglap Dokumen permohonan 60 menit Cek list 
2 

tidak ijin 

3 Cetak Tanda Terira Berkas a cck List 1o menit Tanda terima berkas 

Jika jurlah ijin yg 
diverifikasi ban yak 

4 Entry Data dan Verifikasi kelengkapan data. tidal y Dokumen permohonan 
I hari dokumen yang maka waktu yang 

ijin sudah terverifikasi diperlukan adalah l 
hari 

5 Membuat Surat Pengantar Derkas ke OPD Teknis Ehn H Dokumen permohonan 3o menit draf surat pengantar 

I 
ijin 

j surat pengan tar 6 Penandatanganan Surat Pengan tar 
surat pengan tar 30 menit yang sudah 

ditadatangani 

7 Mengirim berkas ke OPD tekenis E I Dokumen permohonan 
30 me nit ekspedisi ijin 

mis pabila dokumen 
8 Penerbitan rekomendasi teknis 

rekomendasi teknis 2 hari rekomendasi teknis 
engkap dan benar 

I 
9 Penetapan lzin min izin I hani izin 

Pemberian lzin Terbit/ Surat Keterangan Penolakan ] I 
izin 

10 
10 menit izin 

Total walert 4 hari 170 
menit 

L 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK DOKTER 

2 Nomor SOP 33 Tahun 2022 l £ ·y�7 

%. 
Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 audios«n ea] 

BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER 

1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 

permohonan Surat Izin Praktik Dokter 

Kualifikasi pelaksana 

Nomor 
Praktik, dan 

29 Tahun 2004 tentang Praktik 

36 Tahun 2009 tentang Tenaga 

1. Undang-Undang Nomor 
Kedokteran; 

2. Undang-Undang Nomor 
Kesehatan; 

3. Peraturan Menteri Kesehatan 
2052/MENKES/PER/X/201 l tentang, Izin 
Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Non perizinan. 

DasarHukum 

I 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER 
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Kesehatan 1. Perangkat Komputer /Printer. 

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik 
Kedokteran 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin 
Praktik Dokter 

4. Buku Registrasi Surat Izin Praktik Dokter 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
penerbitan Izin Praktik Dokter terlambat 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER 

$ NOMOR SOP 33 Tahun 2022 t } BUPATI KARANGASEM 
REVISI " 

TL. PEMBUATAN . 
a." Surat Izin Praktel Dokter TGL. REVIS! 

" 
TGL EFEKTIF 12 Oktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

Front No. Uraian Prosedur Ofnce/Petugas Persyaratan/ Keterangan Pe mohon Penerima Jr Kepala Dinas Perlengkapan Waktu Out put 
La yanan 

Dokumen Dokumen I Pengajuan permohonan 
permohonan izin per mohon 

I an izin 

registrasi, menerima dan memeriksa a Dokumen tanda 2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima 
permohonan izin 60 menit terima berkas, entry data 

berkas 

Jika kelengkapan 
berkas tidak 
lengkap dan benar 
JF 

Dokumen berita mengkomunikasika 3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidal 
per mohonan izin hari n kepada pemohon, acara 

berita acara dibuat 
setelah pemohon 
melengkapi 

ya kekurangan 

6 Peneta pan izin draf izin 1 hari peneta pan 
izin 

7 Cetak izin terbit (- H penetapan izin 30 menit izin 

Total Wartu 2hari 90 menit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK DOKTER MANDIRI 

(%) Nomor SOP 33 Tahun 2022 

. 
�-$# 

• %." Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 audios«n ea] 
BUPATI KARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER MANDIRI 

Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 

Kedokteran; 
2. Undang-Undang Nomor 

Kesehatan; 
3. Peraturan Menteri Kesehatan 

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang, Izin 
Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan. 

Kualifikasi pelaksana 
1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 

permohonan Surat Izin Praktik Dokter Mandiri 

Nomor 
Praktik, dan 

29 Tahun 2004 tentang Praktik 

36 Tahun 2009 tentang Tenaga 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK DOKTER MANDIRI 
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Kesehatan 1. Perangkat Komputer/Printer. 

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik 
Dokter Mandiri 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin 
Praktik Dokter Mandiri 

4. Buku Registrasi Surat Izin Praktik Dokter Mandiri 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
penerbitan Izin Praktik Dokter Mandiri terlambat 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER MANDIRI 

$ \ BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 t REVIS '�- 7 TGL. PEMBUATAN 
Surat Izin Praktekx Dokter Mandiri TGL REVISI or-" 

TGL EFEKTIF 12 Oktober 2022 
Pelaksana Mutu Baku 

Front 
No. Uraian Prosed ur office/Petugas Tim Teknls Persyaratan/ Keterangan Pemohon Penerima JF Kegiatan Kepala Dinas Perlengka pan Wa.ktu Output 

La yanan 

r( dokumen permohonan dokumen l Pengajuan permohonan 
izin permohonan izin 

Registrasi, menerima dan memeriksa 
dokumen permohonan tanda terima 2 kelengkapan berkas dan cetak tanda 60 Menit 

terima berkas izin berkas 

hika berkas tidak 
lengkap dan benar, JF 

Berkas mengkomunikasikan 
3 Entry Data dan Verifikasi Berkas lzin tidak Ya dokumen permohonan 60 Menit permohonan kepada pemohon agar 

izin yang sudah berkas dilengkapi 
terverifikasi 

h H Penjadwalan dan Surat Undangan 
4 Penjadwalan dan verifikasi lapangan 3 hari verifikasi verifikasi lapangan lapangan 

Jika berkas tidak 
lengkap dan benar, 
tim teknis kegiatan 

Daftar Hadir 
mengkomunikasikan 

5 Notulen verifikasi lapangan, berita acara 
tidak - Berita Acara 120 menit Notulen, dan 

ke pemohon, berita 
pemeriksaan administrasi dan teknis acara dibuat setelah 

Berita Acara pemohon melengkapi 
kekurangan 
dimaksud. 

6 Tanda Tangan Elektrorik tip zin 5 Menit lzin 

7 lzin Terbit 'e- H 5 menit 

Total Waktu 3 hari 250 
menit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK DOKTER GIGI 

s Nomor SOP 33 Tahun 2022 

> 
')-:, .. ,-r� t= 1 Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 on oo on «e ~e 

BUPATI KARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Kedokteran; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga permohonan Surat Izin Praktik Dokter Gigi 

Kesehatan; 
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik, dan 
Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK DOKTER GIGI 

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Kesehatan 1. Perangkat Komputer /Printer. 
2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik 

Kedokteran 
3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin 

Praktik Dokter Gigi 
4. Buku Registrasi Surat Izin Praktik Dokter Gigi 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP 1n1 tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
penerbitan Izin Praktik Dokter Gigi terlambat 

% 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI 

d NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

t J BUPATI KARANGASEM 

� 

REVISI : - 
TGL. PEMBUATAN : - , ..• ,·· Surat Iain Praktel Dolrter Gigi TGL. REVISI 
TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

Font 
No. Uralan Prosedur Ofee/ Petugas Persyaratan/ Keterngan Pemohon JF Kepala Dina Waktu Output Penerima Perlenglapan 

La ya.nan 

Dokumen Dokumen 
I Pengajuan permohonan pennohon 

I permohonan izin 
an izin 

registrasi, menerima dan memeriksa ml Dokumen tanda 
2 kelengkapan berkas, cetak tanda 

permohonan izin 60 menit terima 
terima berkas, entry data berkas 

Jika kelengkapan 
berkas tidak y 
lengkap dan benar 
JF 
mengkomunikasik 

Verifikasi kelengkapan data, berita Dokumen berita 
an kepada 

3 tidal I hari pemohon, berita acar a permohonan izin acar a acara dibuat 
setelah pemohon 
melengkapi 
kekurangan 
administrasi. 

ya 

6 Penetapan izin draf izin I hari penetapan 
izin 

7 Cetak izin terbit ( H penetapan izin 30 menit izin 

Tota Walrtu 2hi 90 menit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK DOKTER GIGI MANDIRI 

s Nomor SOP 33 Tahun 2022 

"")' �.r %w." Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 (I.} •�. ,p 1 09 s» 0o» on r a c 

BUPATIKARANGASEM 
Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI 
MANDIRI 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Kedokteran; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga perrnohonan Surat Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri 

Kesehatan; 
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik, dan 
Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

% 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI MANDIRI 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Kesehatan 1. Perangkat Komputer/Printer. 

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik 
Dokter Gigi Mandiri 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin 
Praktik Dokter Gigi Mandiri 

4. Buku Registrasi Surat Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsi p 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
penerbitan Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri terlambat 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT LZIN PRAKTEK DOKTER GIGI MANDIRI 

% ) BUPATI KARANOA8EM NOMOR SOP • 33 Tahun 2022 

-� REVIS ,- 
TGL PEMBUA TAN ,_ 

( .... Surat Iain Praktek Dokter Gigi Mandiri TGL. REVISE ,_ 
TOL. EFEKTIF . 12 0ktober 2022 

Pelaksana Mutu Bak 

Front 
No. Uradan Prosedur Office /Petuga Tim Telknl% Ke pala Peryaratan/ Keterangan Pemohon Penerima JF Kegiatan Dina Perlengkapan Waktu Out put 

aynan 

@p dokumen dokumen I Pengajuan permohonan 
permohonan izin permohonan 

izin 

Registrasi, menerima dan memeriks.a 
dokumen tande terima 2 kelengkapan berkas dan cetak tanda 

permohonan iain 60 Merit 
berkas terima berkas 

ika berkas tidake 
lengkap dan benar, 

Berka8 JF 
3 Entry Data dan Verifikasi Berka lzin to Ya dokumen 60 Menit permohonan mengkomunikasikan 

permohonan izin yang sudah kepada pemohon 
tervenifikasi agar berkas 

dilengkap -- - Penjadwalan dan Surat 
Undangan 4 Penjadwalan dan verifikasi lapangan verifikasi 3hari verifikasi lapan gan la pagan 

ika berkas tda.k 
lengkap dan benar, 
tim teknis kegiatan 

Notulen verifikasi lapangan, berite Daftaur Hadir mengkomunikasika 
ke pemohon, berita 5 acara pemeniksaan administrasi dan tidal ya Bernita Acara 120 menit Notulen, dan acara dibuat setelab teknis Berita Acar a pemohon melengkapi 
kckurangan 
dimaksud. 

6 Tande Tan gan Elektrorilk mp] lzin 5 Merit lzin 

[e H 7 lzin Terbit 5 menit 

Total Waltu 3 hai 250 menit 

! 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN 

{ .. ,, � Nomor SOP 33 Tahun 2022 s 8 '·"'\\' ,.., 1 Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 ca dos on«r is 
BUPATI KARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN 

Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga 

Kesehatan; 
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Praktik Bidan; 
3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan. 

Kualifikasi pelaksana 
1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 

permohonan Surat Izin Praktik Bidan 

' 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK BIDAN 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer. 

Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik 
Kebidanan 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat lzin 
Praktik Bidan 

4. Buku Registrasi Surat Izin Praktik Bidan 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
penerbitan Izin Praktik Bidan terlambat 



STA NDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT ZIN PRAKTEK BIDAN 

. ' BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP • 33 Tahun 2022 

t !' REVISI '. 
TGL. PEMBUATAN 

" 
w+ Surat Izin Praktek Bidan TGL REVISE 

" 
TGL. EFEKTIF 12 0ktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

Front 
No. Uralan Prosedur Ofnee/Petugas JF Kepala Dins Persyaratan/ Keterangan 

Pemohon Penerima Perlengks pan Watu Out put 

La yanan 

Dokumen Dokumen 
I Pengajuan permohonan permohonan izim permohonan 

I izin 

registrasi, menerima dan memeriksa • Dokumen tanda terira 
2 kelengkapan berkas, cetak tanda terime permohonan izin 60 menit berkns berkas, entry data 

Jikn kelengkapan 
berkas tidak 
lengkap dan benar 
JF 
mengkomuniknsik 

Dokumen an kepada 
3 Verifikasi kelengkapan data, berita acar. tidak permohonan izin I hari benita acara pemohon, berita 

acar dibuat 
setela h pemohon 
melengkepi 
kekurangan 
administrasi. ya 

6 Penetapan izin draf izin I hari peneta pan izin 

7 Cetak izin terbit -- £ penetapan izin 30 menit izin 

Total Walt u 2hari 90 menit 

% 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN MANDIRI 

t%) Nomor SOP 33 Tahun 2022 

\ �J 

••• Tanggal Efektif a-Bosa] 12 Oktober 2022 

BUPATI KARANGASEM 
Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN MANDIRI 

DasarHukum 
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga 

Kesehatan; 
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Praktik Bidan; 
3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan. 

Kualifikasi pelaksana 
1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 

permohonan Surat Izin Praktik Bidan Mandiri 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN MANDIRI 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer. 

Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik 
Bidan Mandiri 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin 
Praktik Bidan Mandiri 

4. Buku Registrasi Surat Izin Praktik Bidan Mandiri 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
penerbitan Izin Praktik Bidan Mandiri terlambat 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN MANDIRI 

- BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP • 33 Tahun 2022 

� 

REVISI , 
TGL. PEM BUATAN ,. 

Surat Izin Praktel Bidan Mandiri TOL. REVIL .. 
TGL. EFEKTIF 12 0ktober 2022 

Pelan« Muta Baku 

Front 
No. Urda Prosed ur Oree/Petuga Tim Tela Kepaha Persyrtan/ Keterangan Peso.hon Penerima Jr Keiatan DHaas Perleng pan Walt Output 

Layman 

rap dokumen dokumen I Pengajuan perrohonan 
permohonan izin permohonan 

zn 

Registrasi, menerima dan memeriksa 
dokumen ta nda terima 2 kelengkapan berkas dan etak tanda 

permohonan izin 60 Menit 
berkas terima berkas 

Jika berkas tidak 

Berkas 
lengkap dan benar, 
JF 

Entry Data dan Verifikasi Berkas lzin Ya dokumen 60 Memit permohonan mengkomu nikasikan 3 
permohonan iazin yang sudah kepada pemohon 

terverifikasi agar berkas 
dilengkapi 

Et H enjadwala n Surat 
4 Penjadwala n dan verifikasi la pea ngan dan verifikasi 3 hari Undangan 

la pangan verifikasi 
la pangan 

hika berkas tida k 
lengkap dan benar, 
tim tcknis kegiatan 

Daftar Hadir 
mengkomunikasikan 

Notulen verifikasi lapangan, berita acars ke pemohon, berita 5 pemeriksaan administrasi dan teknis tidal _Y Benita Acara 120 menit Notulen, dan acara dibuat setela h 
Benita Acama perohon me lengkapi 

kekurangan 
dimaksud 

6 Tanda Tangan Elektronik lzin 5Menit lzin 

[e> H 7 lzin Terbit 5 menit 

Totd Walt 3 hart 250 nit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK PERAWAT 

t=) Nomor SOP 33 Tahun 2022 

'S�· 
? " .." Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 e 5a 00 0 s»» 0o on «e a cc 

BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA 
NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT 

DasarHukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Kesehatan; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang permohonan Surat Izin Praktik Perawat 

Keperawatan; 
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

HK02.02/MENKES/1/ 148/2010 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Perawat beserta perubahannya; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer. 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK PERAWAT 

Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik Perawat 
3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik 

Perawat 
4. Buku Registrasi Surat lzin Praktik Perawat 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
Izin Praktik Perawat tidak dapat diselesaikan dengan baik, 
prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian tidak jelas dan tidak 
terukur. 

% 



STAN DAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PERA WAT 

BUPATT KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

t " 
REVISI : - 
TGL. PEMBUATAN " 

Surat Iin Praktel Perawat TGL. REVISI : - 
'-· , 

TGL. EFEKTIF 12 Oktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

Front 
No. Uralan Prosed ur Office/Petugas JF Kepala Dinas Persyaratan/ Waktu 

Keterangan 
Pemohon Penerima Perlengkapan Output 

La yanan 

Dokumen permohonan Dokumen 
l Pengajuan permohonan per mohonan 

I 
izin 

izin 

registrasi, menerima dan memeriksa mi Dokumen permohonan tanda terima 
2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima izin 60 menit berkas berkas, entry data 

Jika kelengkapan 
berkas tidak lengkap 
dan benar JF 
mengkomumikasikan 

Dokumen permohonan kepada pemohon, 
3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak izin 1 hari berita acara berita acara dibuat 

setelah pemohon 
melengkapi 
kekurangan 
administrasi. ya 

4 Penetapan izin draf izin 1 hari penetapan izin 

5 Cetak izin terbit ­ -Ill penetapan izin 30 menit izin 

Total Watu 2hart 90 menit 

% 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT MANDIRI 

t4/ Nomor SOP 33 Tahun 2022 

�,�: 
%.." Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 .0) w > 

one~osnes] 
BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT 
MANDIRI 

Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan; 
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

HK02.02/MENKES/I/ 148/2010 tentang Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Perawat beserta perubahannya; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Kualifikasi pelaksana 
1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 

permohonan Surat Izin Praktik Perawat Mandiri 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK PERAWAT MANDIRI 
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer. 
Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik Perawat 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik 
Perawat Mandiri 

4. Buku Registrasi Surat Izin Praktik Perawat Mandiri 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
Izin Praktik Perawat Mandiri tidak dapat diselesaikan dengan 
baik, prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian tidak jelas dan 
tidak terukur. 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PERA WAT MANDIRI 

BUPATI KARANGABEM NOMOR SOP 33 T%bun 2022 

� 
REVISl 
TGL PEMBUATAN ,. 

Burat Iain Praktelk Perawat Mandiri TGL REVIS , . ..... . � 
TGL EFEKTIF 12 0tober 2022 

Pelan Mutu Bau 

Front 
No. Urda Prose du Office/Petuga Tim Tekni% Ke pale Persyaratan/ Keternan 

Pemohon Penerira Jr Keiatan Dina Perlenglapan Wake tu Out put 

Laynan -- I Pengajuan permohonan dokurnen dokumen 
permohonan iin perrmohonan iin 

egstrasi, menerima dan memeniksa 
dokumen tanda tenima 2 kelengkapan berks dan cetak tanda 60 Menit 

terima ber.a permohonan an berka 

hika berkas tidak 

Derkas 
lengkap dan benar, 
JF 

3 Entry Data dan Verifikasi Berk.as lzn Ya dokumen 60 Merit permohonan mengkomuniknsikan permohonan izin yang sudah kepeda pemohon agar 
terenifikasi berkas dilengka pi 

-- H Penjadwalan dan Surat Undangan 
4 Penjadwalan den verifikausi lapangan vernifikas 3 hari verifikasi 

lapangan apangaun 

hika berkas tidak 
lengap dan benar, 
tim teknis kegatan 

Daftar Hadir 
mengkomunikaik.an 

5 
Notulen venifikai lapagan, benita acara tide v Berita Acara 20 merit Notulen, dan 

ke pemohon, berita 
pereniksaan administrasi dan teknis acer dibuat setelah 

Benita Acara pemohon melengkn pi 
kekurangan 
maksud 

6 Tenda Tangen Elektronik ln Merit lzin 

[e -- 7 bin Ter bit merit 

. 
Total Wake tu 3 hart 20 melt 

' 



- ---------------------------- 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI 

t­ Nomor SOP 33 Tahun 2022 . i; 
}" ».. Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 

ti., "'" r=' 1 0 0 s» 0c on «r ace 
BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI 

Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran; 
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan 
Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Kualifikasi pelaksana 
1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang 

permohonan Surat Izin Praktik Perawat Gigi. 
syarat pengajuan 

I 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer. 

Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik Perawat 
Gigi 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik 
Perawat Gigi 

4. Buku Registrasi Surat Izin Praktik Perawat Gigi 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP 1n1 tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
kepada Izin Praktik Perawat Gigi tidak dapat diselesaikan 
dengan baik, prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian tidak 
jelas dan tidak terukur. 

% 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERI/INAN NON BERUSAHA SURAT I/IN PRAKTEK PERAWAT GIGI 

BUPATI KARANGASEM NOMORSOP : 33 Tahun 2022 

� 

REVISI .. 
TGL. PEMBUATAN ·- 

Surat lzin Praktek Perawat Gigi TGI... REVISI ·- • TGL. EFEKTIF : 12 0itober 2022 
Pelland Mutu Bau 

Front 
No. Ulan Prove d ur 

Pero hon ofnce/Petug JF Kepal Dins Persyaratan/ waltu Out put 
Keterangan 

Penerima Perlengl pan 
Lynn 

Dokumen Dokumen 
I Pengajuan permohonan permohonan izin permohonan 

I izin 

registrasi, menerima dan memeriksa th Dokumen tanda terima 
2 kelengkapan Derkas, cetak tanda terima permohonan izin 60 menit berkas berkns, entry data 

Jika kelengka pan 
berkas tidak 
lengkap dan benar 
AF 
mengkom umikasika 

Dokumen n kepada pemohon, 
3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidal permohonan izin I hani berita acara berita acara dibuat 

setelah pemohon 
melengkapi 
kekurangan 
ad ministrasi 

ya 

6 Penetapan iin draf izin I hari penetapan izin 

7 Cetak izin ter bit €- -111111 penetapan izim 30 menit izin 

Total Walt u 2ban 90 me nit 

l 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK TENAGA FARMASI 

t) Nomor SOP 33 Tahun 2022 
g, } 5 

�-n,.�- t"" � Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 09 as» oo on a e 
BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA FARMASI 

DasarHukum 
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 

tentang Pekerjaan Kefarmasian; 
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

889/Menkes/Per/V / 2011 tentang Registrasi, 
Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 
2019 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan sebagaimana telah diubah, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 
Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan 
dan Nonperizinan. 

Kualifikasi pelaksana 
1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan permohonan 

Surat Izin Praktik Tenaga Farmasi 

' 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA FARMASI 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 1. Perangkat Komputer/Printer. 

Sektor Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik Tenaga 
Farmasi 

3. Blangko permohonan Izin Praktik Tenaga Farmasi 
4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga 

Farmasi 
5. Buku Registrasi Surat Izin Praktik Tenaga Farmasi 
6. Buku monitoring perjalanan dokumen 
7. Buku penyerahan arsip izin terbit 
8. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan 
berdampak kepada penerbitan Izin Praktik Tenaga 
Farmasi terlambat 

% 



STANDAR OPERASION AL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA FARMASI 

g BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 f \ ; 

� 

REVISI 
• - y 

TGL PEMBUATAN " .a Surat Izin Prakrtek Tenaga Farmasi TGL. REVISI : - 
TGL. EFEKTIF 12 Oktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

Front 
No. Uraian Prosed ur Office/Petugas Kepala Dinas Persyaratan/ Wait u Output 

Keterangan Pemohon Penerima JF Perlengkapan 
La yanan 

Pengajuan permohonan Dokumen Dokumen I 
permohonan izin permohonan izin I 

registrasi, menerima dan memeriksa • Dokumen tanda terima 2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima 
permohonan izin 60 menit berkas berkas, entry data 

Jika kelengkapan 
berkas tidak 
Jengkap dan benar 
JF 
mengkomunikasik 

Dokumen an kepada 3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara tidak 
permohonan izin 1 hari berita acara pemohon, berita 

acara dibuat 
setelah pemohon 
melengkapi 
kekurangan 

ya administrasi. 

6 Penetapan izin draf izin I hari penetapan izin 

7 Cetak izin terbit ­ H penetapan izin 30 menit izin 

Total Wakrtu 2hari 90 menit 

! 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI .l Nomor SOP 33 Tahun 2022 

" !I # '\ ' .." Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 co Boson ea] 
BUPATI KARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI 

Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 

Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga 
Gizi; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Kualifikasi pelaksana 
1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 

permohonan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK TENAGA GIZI 
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer. 

Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Prkatik Tenaga 
Gizi 

3. Blangko Permohonan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi 
4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik 

Tenaga Gizi 
5. Buku Registrasi Surat Izin Praktik Tenaga Gizi 
6. Buku monitoring perjalanan dokumen 
7. Buku penyerahan arsip izin terbit 
8. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdarnpak kepada 
penerbitan Izin Praktik Tenaga Gizi terlarnbat 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI 

BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

,S. REVISI : 
TGL. PEMBUATAN : 

• Surat Lin Praktek Tenaga GHzi TOL. REVIS! : 
TOL. EFEKTIF : 12 0ktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Uralan Prosedu Front Persyaratan/ Keterangan 
Pemohon Office/Petugas JF Kepala Dinas Perlengkapan Waktu Output 

Penerima Layanan 

Dokumen Dokumen 
I Pengajuan permohonan permohonan izin permohonan 

I izin 

registrasi, menerima dan memeriksa min Dokumen tanda terima 2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima 
permohonan izin 

60 menit 
berkas berkas, entry data 

Jika kelengkapan 
berkas tidak lengap 
dan benar JF 
mengkomunikasikan 
kepada pemohon, 

Dokumen berita acara dibuat 
3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak 

permohonan izin hari berita acara setelah pemohon 
melengkapi 
kekurangan 
administrasi. 

ya 

6 Penetapan izin draf izin hari penetapan izin 

7 Cetak izin terbit €- 5 penetapan izin 30 menit izin 

Total Waktu 2hart 90 menit 

l 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK SANITARIAN 

t % 2 Nomor SOP 33 Tahun 2022 
i 

'· § ✓ 

r ' %.. Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 • +a 09u s» oo on a e 
BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA 

NAMASOP SURAT IZIN PRAKTEK SANITARIAN 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Kesehatan; 2. Menguasai I memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga permohonan Surat Izin Praktik Sanitarian 

Kesehatan; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Tenaga Kesehatan; 
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer; 
5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

¢ 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK SANITARIAN 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Petugas Pelayanan 1. Perangkat Komputer/Printer. 
2. SOP Izin Lingkungan / SPPL 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik Sanitarian 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik 
Sanitarian 

4. Buku Registrasi Surat Izin Praktik Sanitarian 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP 1m1 tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
kepada penerbitan Izin Praktik Sanitarian terlambat 

! 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT LZIN PRAKTEK SANITARIAN 

d BUPATI KARANOASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

t " REVISI : - 
TOL PEMBUATAN : 

• Surat Lin Prakrtel Sanitarian TOL REVIS! : 
TOL.. EFEKTIF 12 0ktober 2022 

Pelakana Mutu Baku 

No. Uralan Prosed ur Font 
Persyaratan/ Keterangan 

Pemohon Ofnce/Petugs JF Kepala Dina Waktu output 
Penerima Laayanan Perlengapan 

Dokumen Dokumen 
I Pengajuan permohonan 

permohonan izin permohonan 

I izin 

registrasi, menerima dan memeriksa in Dokumen tanda terima 2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima 
permohonan izin 60 menit 

berkas berkas, entry data 

Jika kelengkapan 
berkas tidak 
lengkap dan benar 
JF 
mengkomunikasika 

Dokumcn n kepada pemohon, 
3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidal 

permohonan izin I hari berita acara berita acara dibuat 
setelah pemohon 
melengkapi 
kekurangan 
administrasi. 

ya 

6 Penetapan izin draf izin I hari penetapan 
lzin 

7 Cetak izin terbit -- H penetapan izin 30 menit lzin 

Total Wakrtu 2hart 90 renit 

! 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER 

t «) Nomor SOP 33 Tahun 2022 
¾�Y. 

." Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 tlJ • ,c> � 

09u s» 0o 0n a e 
BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER 

Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Tenaga Kesehatan; 
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Kualifikasi pelaksana 
1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang 

permohonan Surat Izin Praktik Radiografer 
syarat pengajuan 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer. 

Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik 
2. SOP Izin Lingkungan / SPPL Radiografer 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik 
Radiografer 

4. Buku Registrasi Surat Izin Praktik Radiografer 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
kepada penerbitan Izin Praktik Radiografer terlambat 

! 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER 

t NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 BUPATI KARANGASEM 

,S REVISI 
TGL. PEMBUATAN ' - 

...>" Surat Izin Prakrtek Radiografer TGL REVIS! - 
TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

Front 
No. Uralan Prosed ur office/Petugas Persyaratan/ Keterangan 

Pe mohon Penerima Jr Kepala Dinas Perlenglapan Waktu Output 

Layanan 

Dokumen Dokumen 
I Pengajuan permohonan 

I 
permohonan permohonan 

izin izin 

registrasi, menerima dan memeriksa min Dokumen tada terima 2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima permohonan 60 menit berkas berkas, entry data izin 

Jika kelengkapan berkas 
tidak lengkap dan benar 
JF mengkomunikasikan 

Dokumen kepada pemohon, berita 
3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidal permahanan 1 hari berita acara acara dibuat setelah 

izin pemohon melengkapi 
kekurangan administrasi. 

ya 

6 Penetapan izin E draf izin I hari penetapan izin 

-- +H 7 Cetak izin ter bit penetapan izin 30 menit izin 

Total Waktu 2hart 90 menit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK FISIOTERAPI 

s Nomor SOP 33 Tahun 2022 

.." Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 e. «4 00us» o» on «e a cc 
BUPATI KARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA 

NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI 

DasarHukum 
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik 
Fisioterapis; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Standar Pelayanan Fisioterapi; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Kualifikasi pelaksana 
1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 

permohonan Surat Izin Praktik Fisioterapi 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK FISIOTERAPI 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer /Printer. 

Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik 
Fisioterapi 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik 
Fisioterapi 

4. Buku Registrasi Surat Izin Praktik Fisioterapi 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsi p 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
penerbitan Surat Izin Praktik Fisioterapi terlambat 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAP 

it BUPATI KARANGASEM 
NOMORSOP : 33 Tahun 2022 

t REVlSI 
TGL. PEMBUATAN 

SURAT LZIN PRAKTEK FISIOTERAP TGL. REVISI 
" TGL. EFEKTIF 12 0ktober 2022 

Pelaksan Mutu Baku 

Front 
No. Uraian Prosedur Office/Petugas JF Kepala Dines Persyaratan/ Waktu Output 

Keterangan 
Pemohon Penerima Perlenglapan 

Laayanan 

Dokumen Dokumen 
I Pengajuan permohonan permohonan izin permohonan 

izin 

registrasi, menerima dan memeriksa tad.a Dokumen 
2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima permohonan izin 60 menit terima 

berkas, entry data berkas 

hika kelengkapan berkas 
tidak lengkap dan benar 
JF mengkomunikasikan 
kepada pemohon, berita 

Dokumen acara dibuat setelah 
3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak permohonan izin I hari berita acara pemohon melengkapi 

kekurangan 
administrasi 

ya 

4 Peneta pan izin draf izin I hari peneta pan 
izin 

-- H 5 Cetak izin terbit penetapan izin 30 menit izin 

Total Waktu 2 hari 90 menit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK FISIOTERAPI MANDIRI 

t· ) Nomor SOP 33 Tahun 2022 ,_,, 
r ' .a Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 audios«n ea] 

BUPATIKARANGASEM 
Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA 
SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI 

NAMA SOP MANDIRI 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Kesehatan; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga permohonan Surat Izin Praktik Fisioterapi Mandiri 

Kesehatan; 
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik 
Fisioterapis; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 
tentang Standar Pelayanan Fisioterapi; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penvelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu Pintu 

t 

- - ------------------------- 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI MANDIRI 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer. 
Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik 

Fisioterapi Mandiri 
3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik 

Fisioterapi Mandiri 
4. Buku Registrasi Surat lzin Praktik Fisioterapi Mandiri 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsi p 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP 1n1 tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
penerbitan Surat lzin Praktik Fisioterapi Mandiri terlambat 



STANDAR OPERASIONAL PROSE DUR PERIZINAN NON BERUSA HA SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPT MANDIRI 

BUPATI KARANGASE M NOMOR SOP 33 Tahun 2022 

s REVISI 
TGL. PEMBUA TAN 

art ldn rte id.tr4Mandiri TGL. REV1SI 
TGL. EFEKTIF 12 0ktober 2022 

elm. fut au 
foot 

to. td.ode offe /Pet. Ten Tlnd pal eyrt«n w%let 
Ket«ran 

Jeno.hen nri. Jr Keitn Dina Pernglpen output 
Lyn.a n 

-0p dokumen dokumen 

' Penajuan permohonan permohonan perrohon.n 
iin iain 

Regtrat, menerima dan merer1ks.a dokumen tanda trim 2 kelengkapan berks dan cetak tacnda permohonan 60 Merit berk terima beria in 

Jika berkaas tidak 
lengkap dan benar, 

dolumen Berl.a JF 
3 Entry Data dan Verifkai Berl.s lain tide Yu permohonan 60 Merit permohonan menomun.as.an 

yang sud.ah epada pemo.hon in terverifikai agar berk.as 
dilenglapt 

i £ Penjadwala Surat 
4 Penjadwalan dan verifikasi la pang.an dan verifikas 3 har Undanan 

verifuk.as la pangan la pang.an 

hika berkas tidak 
engkap dan benar, 
tim teknis kegiatan 
mengkomuikaik.an 

Notulen verifkasi la pagan, benita acar ' 
Daftar Hadir ke perohon, benita 

5 Denita Acara 120 menit Notulen, dan acara dibuat sete bah pemenikaan administrasi dan teknis 
Derita Acara peohon melenglapi 

ekurangan 
dirake.sud 

6 Tada Tana.n Elektronik lzin 5 Menit lain 

la H 7 lein Terbit menit 

Total Wet 3ht 20 n nit 

l 
- - --------------- 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK ANALIS 

t 4 Nomor SOP 33 Tahun 2022 

\�� # 

%.." Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 . «a 09 s» oc on e a e 
BUPATI KARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK ANALIS 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
I. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Kesehatan; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang permohonan Surat Izin Praktik Analis 

Tenaga Kesehatan; 
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga 
Analis; 

4 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

p 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK ANALIS 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer. 

Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik Analis 
2. SOP Izin PKKPR 3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik 
3. SOP Izin Lingkungan Analis 
4. SOP Izin Lokasi 4. Buku Registrasi Surat Izin Praktik Analis 
5. SOP Izin Penetapan Lokasi 5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. SOP Izin PBG 6. Buku penyerahan arsip izin terbit 

7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
penerbitan Surat lzin Praktik Analis tertunda 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK ANALIS 

BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 
REVISI ,. s TOL PEMBUATAN ,. 

SURAT IZIN PRAKTEK ANALIS TGL. REVISI ,. 
"" TOL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022 

Pelalna Mutu Bakr 

Front 
No. Urin Prose dur offee /Petug Peryartan/ War tu 

Keterangan 
Pesohon Penerira JF Ke pala Dina Perlengkapan output 

Lay«nan 

Dokumen Dokumen 
I Pengayuan perrmnohonan permohonan 

I permohonan iain izin 

regstrasi, menerima dan memenik«a ah Dokumen tanda terima 2 kelengKapan berkas, cetak tanda terima 
perrohonan izin 60 menit berk.as berkas, entry data 

Jika kelengkapan 
berkas tidak 

4 h lengkap dan benar 
JF 

'V mengkomurikasika 

Dokumnen n kepada pemohon, 
3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara tidal 

permohonan izin hari benita care berita scare dibuat 
setelah pemohon 
melengkapi 
kekurangan 
administrasi 

ya 

4 Penetapan iin draf izin I hari penetapan 
izin 

5 Cetak izin terbit ­ H penetapan iin 30 menit izin 

Total Waktu 2 hani 90 menit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN REFRAKSIONIS 

j Nomor SOP 33 Tahun 2022 

\�� • "K ." Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 
s ca 09u s»» oo on «e a e 

BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP IZIN REFRAKSIONIS 

DasarHukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Modal; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan permohonan Izin Refraksionis 

Publik; 
3. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Pintu Daerah; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis 
Optisien dan Optometris 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

(!.., 

-------------------------------- 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN REFRAKSIONIS 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 
Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer. 

Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan lzin Refraksionis 
2. SOP Izin PKKPR 3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Refraksionis 
3. SOP Izin Lingkungan 4. Buku Registrasi Izin Refraksionis 
4. SOP Izin Lokasi 5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
5. SOP Izin Penetapan Lokasi 6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
6. SOP Izin PBG 7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
penerbitan Izin Refraksionis terlambat 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS 

BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

% REVISI : . 
TGL. PEMBUATAN : . .+ Surat Izin Praktek Refraksionis TGL. REVISI 

" 
TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

Front 
No. Uraian Prosed ur Office/Petugas Persyaratan/ Keterangan 

Pemohon Penerima JF Ke pala Dinas Perlengapan Wakrtu Output 

La yanan 

Dokumen Dokumen 
1 Pengajuan permohonan permohonan permohon 

izin an izin 

registrasi, menerima dan memeriksa Dokumen tanda 
2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima permohonan 60 menit terima 

berkas, entry data izin berkas 

Jika kelengkapan 
berkas tidak 

A 
lengkap dan benar 
JF 

' Dokumen 
mengkomunikasika 

3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak permohonan 1 hari berita n kepada pemohon, 
acara berita acara dibuat 

izin setelah pemohon 
melengkapi 
kekurangan 
administrasi. 

ya 

4 Penetapan izin draf izin 1 hari penetapan 
izin 

5 Cetak izin terbit €- H penetapan izin 30 menit izin 

Total Waktu 2hari 90 menit 

« 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN REFRAKSIONIS MANDIRI 

t + h Nomor SOP 33 Tahun 2022 

t 
� 

1 
.." Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 +A 09u as ac on r a e 

BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP IZIN REFRAKSIONIS MANDIRI 

DasarHukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Modal; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan permohonan Izin Refraksionis Mandiri 

Publik; 
3. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 ten tang 

Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Pintu Daerah; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis 
Optisien dan Optometris 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

¢ 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN REFRAKSIONIS MANDIRI 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 
Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer. 

Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Refraksionis Mandiri 
2. SOP Izin PKKPR 3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Refraksionis 
3. SOP lzin Lingkungan Mandiri 
4. SOP lzin Lokasi 4. Buku Registrasi Izin Refraksionis Mandiri 
5. SOP Izin Penetapan Lokasi 5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. SOP lzin PBG 6. Buku penyerahan arsip izin terbit 

7. Lemari Arsi p 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
penerbitan Izin Refraksionis Mandiri terlambat 



8TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS MANDIRI 

UPATI KARANO ASE M NOMOR SOP 33 Thn 2022 

s REVIS! •· 
TOL PEMBUATAN , 

rat Lin rate Ref'rod Mandiri TL. REVIL 
TOL. EFEKTI • 12 0ltobr 2022 

el. Mata 

No. Urda rod front Ti Telud ep Pery«rta/ Ketron 
6 oho. 0fie/Pets. r Melt pie. Pel.pan Wart tpt 

er6Ly... 

-0p dok urn do.lumen 

' eeauan perrohon pro hon.an pro.hon 
tin tin 

et.rd, fenrir.a dn do.run and tr 2 mrnerilea le.leng pan bric penrohon 60 Menit 
dn ota tand trinn ber iin berk 

Jiu bric tide 
lenglp dn benar, 

Berk JF 
do.run 

3 Entry Data dan Verifulsi Berl 
tidal ya 60 Merit perrohon menormurill. 

lzin pennoon.an ans uh n lepad pmnohon 
win torverified 4gr berl 

dilenglap 

- Surat 
Penjadwalan dun verifies Penjadwalas UJndangan 

' lapangan - � dan rifles 3 hari verifli lap«nan lpangun 

Jila berlas tide 
engkap dan benar, 
tin teni log tan 
menglorunil.k. 
n le perohon, 

Notuln verifier la panan, brita Dafar Hadir brit car dibut 
5 car perornrinit tidal ¥ Brita Acre 120 renit Notulen, dn tel h perohon 

dan telni Derita Ara melengapi 
kekurngan 
diralvad 

6 Tada Targa Electron le mjn] lain Merit In 

e H 7 lzin Trbit memit 

Total Wart 3 20%ft 

-- -- -- ------- 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PENGOBAT TRADISIONAL 

t.) Nomor SOP 33 Tahun 2022 '- ' . §- .1 -" 7' "K 
e" 

e <a 09 as a 0n e a cc Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 
BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP SURAT IZIN PENGOBAT 
TRADISIONAL 

Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan; 
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 

tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan. 

Kualifikasi pelaksana 
1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Menguasai/memiliki pengetahuan tentang syarat dan 

prosedur pengajuan permohonan lzin Pengobat 
Tradisional 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PENGOBAT TRADISIONAL 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Kesehatan 1. Perangkat Komputer /Printer 

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin 
PengobatTradisionaI 

3. Blanko permohonan lzin Pengobat Tradisional 
4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin 

Pengobat Tradisional 
5. Buku Registrasi Izin Pengobat Tradisional 
6. Buku monitoring perjalanan dokumen 
7. Buku penyerahan arsip izin terbit 
8. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada Izin Pengobat 
Tradisional tidak dapat diselesaikan dengan baik, prosedur, persyaratan, 
waktu penyelesaian tidak jelas dan tidak terukur. 



STAN DAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENGOBAT TRADISIONAL 

BUPATI KARANGASEM 
NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

� 

REVIS! : 
TGL. PEMBUATAN : . 

.a.e Surat Izin Pengobat Tradisional TGL. REVIS : . 

TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022 

Pelaksana Mu tu Baku 

Front 
No. Uralan Prosedur Office/Petugas Persyaratan/ Keterangan 

Pemohon Penerima JF Ke pala Dinas Perlengkapan Wakrtu Output 

La yanan 

Dokumen Dokumen 
I Pengajuan permohonan permohonan permohonan 

izin izin 

registrasi, menerima dan memeriksa Dokumen tanda terima 2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima permohonan 60 menit 
berkas, entry data izin berkas 

Jika kelengkapan 
berkas tidak 
lengkap dan benar 
JF 
mengkomunikasika 

Ookumen n kepada pemohon, 
3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak permohonan I hari berita acara berita acara dibuat 

izin setelah pemohon 
melengkapi 
kekurangan 
administrasi. 

ya 

4 Penetapan izin draf izin I hari penetapan 
izin 

5 Cetak izin terbit ­ H penetapan izin 30 menit izin 

Total Waktu 2hari 90 menit 

% 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL 

. Nomor SOP 33 Tahun 2022 
I !R 

j 

.­ 
e 54 00u s» oo on c a cc Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 

BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP SURAT IZIN PENYELENGGARAAN 
PENGOBATAN TRADISIONAL 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Kesehatan; 2. Menguasai/memiliki pengetahuan tentang syarat dan 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang prosedur pengajuan permohonan Izin Penyelenggara 

Tenaga Kesehatan; Pengobatan Tradisional 
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 

tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan. 

e¢ 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL 

Keterkaitan Peralatan /perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Kesehatan 1. Perangkat Komputer/Printer 

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin 
Penyelenggara Pengobatan Tradisional 

3. Blanko permohonan Izin Penyelenggara Pengobatan 
Tradisional 

4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan lzin 
Penyelenggara Pengobatan Tradisional 

5. Buku Registrasi Izin Penyelenggara Pengobatan 
Tradisional 

6. Buku monitoring perjalanan dokumen 
7. Buku penyerahan arsip izin terbit 
8. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada Izin 
Penyelenggara Pengobatan Tradisional tidak dapat diselesaikan dengan baik, 
prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian tidak jelas dan tidak terukur. 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENYELENGGARA PENGOBATAN TRADISIONAL 

BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 
t REVISI ' . " TGL PEMBUATAN " ........ -· Izin Penyelenggars Pengob«tan Tradisional TGL REVISE " 

TGL EFEKTIF 12 0ktober 2022 
Pelakana Mutu Baku 

Font 
No Ural«n Prose dur Office/Petugas Persyaratan/ Keterangan 

Perohon Penerima JF Kepala Dina Perlengkapan Waktu Output 

Layanan 

I Pengajuan permohonan Dokumen Dokumen 

I permohonan izin permohonan izin 

registrasi, menerima dan memeriksa uh Dokumen tanda terima 2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima 60 menit 
berkas, entry data permohonan izin berkas 

Jika kelengkapan 
berkas tidak 
lengkap dan benar 
JF 
mengkomunikasika 

Dokumen n kepada pemohon, 
3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidal 

permohonan izin I h.ari berita acara berita acare dibuat 
setelah pemohon 
melengkapr 
kekurangan 
administrasi. 

ya 

4 Peneta pan izin draf izin 1 hari penetapan izin 

5 Cetak izin terbit -- H peneta pan izin 30 1emit izin 

Total Walt u 2hari 90 menit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA 

t+) Nomor SOP 33 Tahun 2022 

!I - K »." Tanggal Efektif obos«n a] 12 Oktober 2022 

BUPATIKARANGASEM BUPATIKARANGASEM 
Disahkan Oleh 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP IZIN PERBEKALAN KESEHATAN 
RUMAH TANGGA 

Dasar Hukum 
1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat 
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 

3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Kualifikasi pelaksana 
1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Menguasai/memiliki pengetahuan tentang syarat dan prosedur 

pengajuan permohonan Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer 

Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Perbekalan Kesehatan 
Rumah Tangga 

3. Blanko permohonan Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 
4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Perbekalan 

Kesehatan Rumah Tangga 
5. Buku Registrasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 
6. Buku monitoring perjalanan dokumen 
7. Buku penyerahan arsip izin terbit 

Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP 1m1 tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
kepada Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga tidak dapat 
diselesaikan dengan baik, prosedur, persyaratan, waktu 
penyelesaian tidak jelas dan tidak terukur. 

- - - --- --------------- -- -- -- -- - 



STANDAR OPERASIONAL. PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANOGA 

BUPATI KARANGASEM NOMORSOP : 33 Tahun 2022 

s REVISE • - 
TGL. PEMBUATAN : 

, Surat Lin Perbekalan Kesehatan Rumah Tang8 TOL. REVISI : - 
TOL. EFEKTIF 12 0kt0ber 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Uralan Prosedur Front Persyaratan/ Keterangan 
Pe mohon Office/Petugs JF Kepala Dins Perlengkapan Waktu Output 

Penerims Lay«nan 

Dokumen Dokumen 
I Pengajuan permohonan permohonan 

I permohonan izin lzln 

registrasi, menerima dan memeriksa in Dokumcn tanda terima 2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima 60 menit 
berkas, entry data permohonan izin berkas 

Jika kelengkapan 
berkas tidak 

A � lengkap dan benar 
JR 

� y mengkomunikasika 

Dokumen 
n kepada pemohon, 

3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidal I hari berita acara berita acara dibuat permohonan izin setelah pemohon 
melengkapi 
kekurangan 
administrasi 

ya 

4 Penetapan izin draf izin 1 hari penetapan izin 

5 Cetak izin terbit ­ £ penctapan izin 30 menit izin 

Total Walt u 2hart 90 menit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS 

t «. f ' Nomor SOP 33 Tahun 2022 

\� 
w.." Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 • c4 09 s» 0o on a cc 

BUPATIKARANGASEM BUPATIKARANGASEM 
Disahkan Oleh 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP SURAT IZIN PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN DIALISIS 

DasarHukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Kesehatan; 2. Menguasai I memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis 

Pengelolaan Tenaga Kesehatan; 
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

812/Menkes/Per /Vll/2010 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

t.. 

-- - - --- ------ 



------------------------- - - 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer /Printer. 

Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan 
Pelayanan Dialisis 

3. Blangko permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis 
4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin 

Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis 
5. Buku Registrasi Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis 
6. Buku monitoring perjalanan dokumen 
7. Buku penyerahan arsip izin terbit 
8. Lemari Arsi p 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
kepada penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan 
Dialisis terlambat 

% 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENYELENGGARAAN DIALISIS 

BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP • 33 Tahun 2022 

s REV1S1 " 
TGL. PEMUATAN " 

.._ .. Surat Izin Penyelenggaran Diallis TGL. REVISI : 
TGL. EFEKTIF 12 0ktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Uraian Prosedur Front Persyaratan/ Keterangan 
Pemohon Once/Petugas JF Kepala Dina Perlengkapan Wkt u Output 

Penerim Layanan 

Dokumen Dokumen 
I Pengajuan permohonan permohonan 

I permohonan izin izin 

registrasi, menerima dan memeriksa a Dokumen tanda terima 2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima 
permohonan izin 60 menit berkns berkas, entry data 

Jika kelengkapan 
berkas tidak lengkap 
dan benar JF 
mengkomunikasikan 
kepada pemohon, 

Dokumen 
benita acara dibuat 

3 Venifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak I hari berita acara setelah pemohon permohonan izin melengkapi 
kekurangan 
administrasi 

ya 

4 Penetapan izin draf izin I hari peneta pan iin 

5 Cetak izin terbit .. EE peneta pan izin 30 me nit izin 

Total Walt u 2 hari 90 menit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK PEREKAM MEDIS 

(-i Nomor SOP 33 Tahun 2022 

-��� , 

"." Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 
s ca 09 0 s»» 0c on a e 

BUPATI KARANGASEM 
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK PEREKAM 
MEDIS 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Kesehatan; 2. Menguasai I memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang permohonan Surat Izin Praktik Perekam Medis 

Pengelolaan Tenaga Kesehatan; 
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

269/Menkes/Per/111/ 2008 tentang Rekam Medis; 
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

• 

% 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PEREKAM MEDIS 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer /Printer. 

Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin Praktik 
Perekam Medis 

3. Blangko permohonan Surat Izin Praktik Perekam Medis 
4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktik 

Perekam Medis 
5. Buku Registrasi Surat Izin Praktik Perekam Medis 
6. Buku monitoring perjalanan dokumen 
7. Buku penyerahan arsip izin terbit 
8. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
kepada penerbitan Surat Izin Praktik Perekam Medis terlambat 

% 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PEREKAM MEDIS 

-- ------- ------------------------ 

BUPATI KARANGASEM NOMORSOP : 33 Tahun 2022 
t 

� 

REVIS! : . 
. TGL. PEMBUATAN . 

Surat Izin Praktek Perekam Medis TGL. REVISI . 
woe 

TGL. EFEKTIF : 12 Oktober 2022 
Pelaksana Mutu Baku 

Front 
No. Uraian Prosedur Office/Petugas Persyaratan/ Keterangan Pemohon Penerima JF Kepala Dina Perlengkapan Waktu Output 

La yanan 

Dokumen Dokumen 
I Pengajuan permohonan permohonan permohonan 

izin izin 

registrasi, menerima dan memeriksa Dokumen 
tanda terima 2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima permohonan 60 menit 

berkas, entry data izin berkas 

Jika kelengkapan 
berkas tidak lengkap 
dan benar JF 
mengkomunikasikan 

Dokumen kepada pemohon, 
3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak permohonan l hari berita acara berita acara dibuat 

izin setelah pemohon 
melengkapi 
kekurangan 
administrasi. 

ya 

4 Penetapan izin draf izin I hari penetapan izin 

5 Cetak izin terbit ­ � 
penetapan izin 30 menit izin 

Total Waktu 2hari 90 menit 

% 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL 

t , ' ) Nomor SOP 33 Tahun 2022 

' 5 } ." 4 Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 
e. 43 09 0 0» 0c» 0n c a e 

BUPATIKARANGASEM 
Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP OPTIKAL 

DasarHukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Kesehatan; 2. Menguasai I memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang permohonan Izin Penyelenggaraan Optikal 

Tenaga Kesehatan;; 
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Optikal; 
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

<­ 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer /Printer. 

Kesehatan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Penyelenggaraan 
Optikal 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Penyelenggaraan 
Optikal 

4. Buku Registrasi lzin Penyelenggaraan Optikal 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan nendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
kepada lzin Penyelenggaraan Optikal terlambat. 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PENYELENGOARAAN OPTIKAL 

BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 
4 

"' 
REVISE . . 
TGL PEMBUATAN , 

- lzin Penyelenggaraan Optikal TGL. REVISI . 
TGL EFEKTIF 12 0ktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

Front 
No. Uralan Prosed ur Office/Petugas Persyaratan/ Keterangan 

Pemohon Penerima Jr Kepala Dina Perlengkapan Waktu Output 

La yanan 

Pengajuan permohonan Dokumen Dokumen permohonan 
I permohonan izin izin 

I 

registrasi, menerima dan memeriksa l Dokumen 
2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima 

permohonan izin 60 menit tanda terima berkas 
berkas, entry data 

Jika kelengkapan 
berkas tidak lengkap 
dan benar JF 
mengkomunikasikan 

Dokumen kepada pemohon, berita 
3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak permohonan izin I hari berita acara acara dibuat setelah 

pemohon melengkapi 
kekurangan 
administrasi. 

ya 

4 Penetapan izin draf izin I hari penetapan izin 

€- 5 
5 Cetak izin terbit penetapan izin 30 menit izin 

Total Waktu 2hart 90 menit 

% 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PENATA ANESTESI 

t: h, Nomor SOP 33 Tahun 2022 
4 

\ �- .."" Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 • +a 00u s» co» on r a cc 
BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP SURAT IZIN PRAKTEK PENATA 
ANESTESI 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Kesehatan; 2. Menguasai I memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang permohonan Surat Izin Praktek Penata Anestesi 

Tenaga Kesehatan;; 
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Izin Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi ; 
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Non perizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

I 

k 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PRAKTEK PENATA ANESTESI 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Petugas Pelayanan 1. Perangkat Komputer/Printer. 

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat lzin Praktek Penata 
Anestesi 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat Izin Praktek 
Penata Anestesi 

4. Buku Registrasi Surat Izin Praktek Penata Anestesi 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
kepada usaha Surat Izin Praktek Penata Anestesi terlambat. 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTEK PENATA ANASTESI 

4 BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

t w 
REVIS! : - 

� 
TGL. PEMBUATAN - 

Surat Izin Praktek Penata Anastesi TGL. REVISI : - 
..... ,.,,, .......... 

TGL. EFEKTIF : 12 0ktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

Front 
No. Uraian Prosedur Office/Petugas Persyaratan/ Keterangan 

Pemohon Penerima JF Kepala Dinas Perlengkapan Wakrtu Output 

La yanan 

Dokumen Dokumen 
I Pengajuan permohonan permohonan permohonan 

izin izin 

registrasi, menerima dan memeriksa Dokumen 
tanda terima 2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima berkas, permohonan 60 menit 

berkas entry data izin 

Jika kelengkapan 
berkas tidak 
lengkap dan benar 
JF 
mengkomunikasika 

Dokumen 
n kepada pemohon, 
berita acara dibuat 

3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak permohonan I hari berita acara setelah pemohon 
izin melengkapi 

kekurangan 
administrasi. 

ya 

4 Penetapan izin draf izin 1 hari penetapan izin 

5 Cetak izin terbit ­ --- penetapan izin 30 menit izin 

Total Waktu 2hari 90 menit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA !ZIN PERPANJANGAN TRA YEK 

t« j Nomor SOP 33 Tahun 2022 

� a.." Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 
e 43 09 s» 0c 0n c a e 

BUPATIKARANGASEM Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP PERPANJANGAN IZIN TRAYEK 

DasarHukum 
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas 

dan Angkutan Jalan; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan 
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 
2012 tentang Retribusi Izin Trayek; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Kualifikasi pelaksana 
1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 

permohonan Izin Trayek 

I 



ST ANDAR OPERASIONAL PROSED UR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PERP ANJANGAN TRA YEK 
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 

1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer. 
Perhubungan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Trayek 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Trayek 
4. Buku Registrasi Izin Trayek 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
penerbitan Izin Trayek terlambat. 



I 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA PERPANJANGAN IZIN TRAYEK 

. BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

i REVIS : 
TGL. PEMUATAN : 

'�·" Perpanjangan Lin Trayek TOL. REVISE 
TOL. EFEKTIF 12 Oktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

Front 
No. Uralan Prosedu Office/Petuga Persyaratan/ Keterangan 

Pe mohon Penerlma JF Kepala Dins Perlengkapan Waktu output 

Layanan 

I Pengajuan permohonan Dokumen permohonan Dokumen 

I izin permohonan izin 

registrasi, menerima dan memeriksa in Dokumen permohonan tanda terima 
2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima 60 menit 

berkas, entry data izin berkas 

Jika kelengkapan 
berkas tidak 
lengkap dan benar 
JF 
mengkomunikasika 

Dokumen permohonan n kepada pemohon, 
3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara tidal izin 

hari berita acara berita acara dibuat 
setelah pemohon 
melengkapi 
kekurangan 
administrasi. 

ya 

4 Penetapan izin draf izin I hari penetapan izin 

5 Cetak izin terbit ­ £ penectapan izin 30 menit izin 

Total Waktu 2hail 90 menit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN TRA YEK DENGAN TUJUAN TERTENTU 

t = Nomor SOP 33 Tahun 2022 
4 

�� 

+. 

e 53 Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 

00u s» oo on r ace 
BUPATIKARANGASEM Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP IZIN TRAYEK DENGAN TUJUAN 
TERTENTU 

DasarHukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

dan Angkutan Jalan; 2. Menguasai I memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang permohonan Izin Trayek dengan Tujuan Tertentu 

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan 
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 
2012 tentang Retribusi lzin Trayek; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Pera tu ran Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

t 

--- --- --- --- --- - - - 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN TRA YEK DENG AN TUJUAN TERTENTU 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer. 

Perhubungan 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Trayek dengan Tujuan 
Tertentu 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Trayek dengan 
Tujuan Tertentu 

4. Buku Registrasi lzin Trayek dengan Tujuan Tertentu 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
kepada penerbitan Izin Trayek dengan tujuan tertentu 
terlambat 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN TRAYEK DENGAN TUJUAN TERTENTU 

BUPATI KARANGASEM 
NOMOR SOP • 33 Tahun 2022 

"" 
REVISE ; 

TGL. PEMBUATAN ,. 
..._ __ in Trayek dengan Tufuan Tertentu TGL. REVIS , . 

TGL. EFEKTIF 12 0tober 2022 

Pelan Mutu Baku 

Front 
No. Urdan Prosed ur ofnee/Pet gas Tia Teles Persyaratan/ Keterangan 

Pero hon Penerima JF 
Kegiatan 

Kepala Dina Perlenglpa Walt out put 

Lary«nan 

-p 
I engajuan permohonan dokumen permohonan dokumen 

irin penmohonan iin 

Registrasi, menerima dan memeniksa 
dokumen permohonan 2 kelengkapan berkas dan cetak tanda 60 Menit tanda terima Derkas 

terima berks 
izin 

Jika berks tidak 
lengkap dan benar, JF 

Berkaes permobonan mengkorunikasikan 
3 Entry Data dan Verifikasi Berkas lzin w•- Ya dokuen permohonan 60 Menit yang sudah kepada pemohon agar 

izin terverifikasi berkas dilengkapi 

4 Penjadwalan dan verifikasi la pagan ti .. Penjadwalan dan 3 hani 
Surat Undangan 

verifikasi lapangan verifikasi lapagan 

hika berkas tidak 
engknp dan bennr, 
tir teknis kegiatan 
mengkomunikas ikan 

s Notulen verifikasi lapangan, berita scar 
tidal • Benita Acar 120 me nit 

Dafter Hadir Notulen, ke pemohon, berita 
pemeriksan administrasi dan teknis dan Derita Acara acara dibuat sete Lah 

pemohon melengkapi 
kekurangan 
dirak sud. 

6 Tand.a Tangen Elektrorik lzin 5 Menit lzin 

­ ---11111 7 lzin Terbit 5 merit 

Total Walt 3 hi 250 
meait 

L--------- 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA !ZIN PENGUSAHAAN/ PENYELENGGARAAN USAHA PARKIR 

% ) Nomor SOP 33 Tahun 2022 

\ �/ 

a.." Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 
s s 0) s»» 0c on «r a e 

BUPATI KARANGASEM Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP IZIN PENGUSAHAAN/ 
PENYELENGGARAAN USAHA PARKIR 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 1. Pendidikan Sarjana atau SMA Sederajat. 

dan Angkutan Jalan; 2. Memahami dan menguasai pengoperasian komputer. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 3. Memahami konsep dasar administrasi dan pengarsipan. 

Angkutan Jalan; 4. Memahami konsep dan pedoman umum penomoran surat. 
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 5. Memahami tugas dan fungsi. 

Tahun 2011 ten tang Retribusi Tern pat Khusus Parkir; 
4. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah; 
5. Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 

23 Tahun 2011 tentang Restribusi Pelayanan 
Parkir di Tepi Jalan Umum; 

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 
2019 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

V 

----- --- --- --- -- - ----- - - - 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA !ZIN PENGUSAHAAN/ PENYELENGGARAAN USAHA PARKIR 

Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Komputer Perhubungan 2. Printer 

3. Alat Tulis Kantor 
4. Kendaraan Bermotor 
5. Kamera 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
penerbitan Izin Pengusahaan/ Penyelenggaraan Usaha Parkir. 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 



c----------�==--======- ---- STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENGUSAHAAN] PENYELENGGARAAN USAHA PARKIR 

t BUPATT KARANGABEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

?� 

REVISI ; 

TGL. PEMBUATAN '. 
• + lin Pengusahaan/ Penyelengrsan Usaha Parkir TGL REVISE ; 

TGL. EFEKTIF 12 0ktober 2022 
Pelalana Mutu Baku 

No. Ural Posed tu Front Offee/Pet ugas Tim Telcal Persyaratan/ Keterangan 
Pero hon Penerima Laryanan JF Kegiatan Kepala Dina Perlenglapan Walt u Out put 

-D I Pengajuan permohonan dokumen permohonan dokumen 
izin permohonan iin 

Registrasi, menerima dan memeniksa 
dokumen permohonan 2 kelengkapan berkas dan cetak tad.a 60 Menit tanda terima berkas 

terima berkas irin 

Jika berkas tidak 
engkap dan 

Berkas penohonan benar, JF 

3 Entry Data dan Verifikasi Berkas tzin Ya dokumen permohonan 60 Menit yang sudah me ngkomunikasi ··-- iin terverifiknsi kan kepada 
perohon agar 
berkas dilengap 

4 Penjadwalan dan verifikasi lapangan Eh H Penjadwalan dan 3 hari Surat Undangan 
verifikasi la pagan venifikasi lapagan 

Jika berkas tidak 
lengkap dan 
benar, tin teknis 

Daftar Had ir 
egiatan 

Notulen verifikasi lapangan, berita acara mengkomunikasi 
5 pemeriksaan administrasi dan tekenis tidal ya Benita Acara 120 me nit Notulen, dan Derita kan ke pemohon, 

Aeara benita acar 
dibunt setelah 
pemohon 
melengkapi 

6 Tand.a Tangen Ele ktronik lzin 5 Menit lzin 

llllllt- 5 7 lzin Terbit 5 menit 

Total Walert u 3 hurl 250 
m enit 

• 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 

t ' Nomor SOP 33 Tahun 2022 

--� 
" " .." Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 cs 09 s»» 0o on r a e 

BUPATIKARANGASEM Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP lzin Pendirian Taman Kanak-Kanak 
Negeri 

Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak 
Usia Dini ; 

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Kualifikasi pelaksana 
1. Memiliki komunikasi yang baik 
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 
3. Sumber daya manusia sudah dibekali dengan bimbingan-bimbingan 

teknis tentang perizinan 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZTNAN NON BERUSAHA !ZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Laptop/Komputer. 

Pendidikan 2. Printer. 
3. ATK 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Apabila pelaksanaan proses Izin Pendirian Taman Kanak- 
Kanak (TK) Negeri tidak dijalankan sesuai dengan prosedur 
yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh pada kelancaran 
proses Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri. 



STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA !ZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 

Nomor SOP 33 Tahun 2022 

,s ... 
e. 4a Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 09 s» 0o on e a.cc 

BUPATIKARANGASEM Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA JudulSOP Izin Operasional Taman Kanak­ 
Kanak Negeri 

Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak 
Usia Dini, 

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Kualifikasi pelaksana 
1. Memiliki komunikasi yang baik 
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 
3. Sumber daya manusia sudah dibekali dengan bimbingan-bimbingan 

teknis tentang perizinan 

I 



------------------------- 

STANDAR OPERASION AL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERL 

BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

% REVIS! : . 
TGL. PEMBUATAN ., Izin Pendirian/Operasional Tman Kanai-Kanak Negeri TGL. REVISI . . 
TGL. EFEKTIF : 12 0ktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

Front 
No. Uain Prosed ur Office/Petugas Tm Tekis Persyaratan/ Keterangan 

Pemohon Penerima JF Kegiatan Kepala Dinas Perlengkapan Waketu Output 

Laa yanan 

Pengajuan permohonan -D dokumen pennohonan dokumen I I izin permohonan izin 

Registrasi, menerima dan memeriksa n dokumen permohonan 2 kelengkapan berkas, entry data dan 60 Menit tanda terima berkas 
cetak tanda terima berkas. izin 

Jhika berkas tidak 
lengkap dan 

Berkas permohonan 
benar, JF 

dokumen permohonan mengkomunikasi 
3 Verifikasi Berkas lzin tidal Ya izin 60 Menit yang sudah kan kepada 

terverifikasi pemohon agar 
berkas dilengkapi 

4 Penjadwalan dan verifikasi lapangan £1 £77 Penjadwalan dan 3 hari Surat Undangan 
verifikasi lapangan verifikasi lapangan 

Jika berkas tidak 
lengkap dan 
benar secara 
administrasi dan 
teknis, Tim 
teknis kegiatan 

Daftar Hadir mengkomunikasi 

5 
Notulen verifikasi lapangan, berita acare 

tidak ya Berita Acara 120 menit Notulen, dan Berita kan ke pemohon. 
pemeriksaan administrasi dan teknis Benita acara Acara 

dibuat setelah 
pemohon 
melengkapi 
kekurangan 
dimaksud. 

6 Tanda Tangan lzin e lzin 30 menit Izin 

7 lzin Terbit .. £ 5 menit 

Tota Waktu 3 hari 275 I menit 
........ 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA !ZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN/ DOKTER HEWAN SPESIALIS ta Nomor SOP 33 Tahun 2022 s .° a.+" 

au6as«me6] Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 

BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER 
HEW AN/ DOKTER HEW AN SPESIALIS 

DasarHukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
Petemakan dan Kesehatan Hewan; permohonan Izin Praktek Dokter Hewan / Dokter Hewan Spesialis 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Otoritas Veteriner; 

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 ten tang 
Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; 

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 ten tang 
Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; 

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 I 

� 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN/ DOKTER HEW AN SPESIALIS 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer. 

Pertanian 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Praktek Dokter Hewan/ 
Dokter Hewan Spesialis. 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Praktek Dokter 
Hewan / Dokter Hewan Spesialis 

4. Buku Registrasi izin 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsi p 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
kepada Praktek Dokter Hewan / Dokter Hewan Spesialis 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN] DOKTER HEWAN SPESIALIS 

t 
, . � BUPATI KARANGASEM 

NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

� 

REVIS : - 
TGL. PEMBUATAN : - 

••• Surat Izin Praktik Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis TGL. REVIS! : - 
TGL. EFEKTIF : 12 0ktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

Front 
No. Uraian Prosedur Office/Petugas Persyaratan/ Keterangan 

Pemohon Penerima JF Kepala Dinas Perlengkapan Waktu Output 

La yanan 

Pengajuan permohonan Dokumen permohonan Dokumen 
I izin permohonan izin 

registrasi, menerima dan memeriksa Dokumen permohonan 
2 kelengkapan berkas, cetak tanda 60 menit tanda terima berkas 

terima berkas, entry data izin 

Jika kelengkapan 
berkas tidak 

w lengkap dan benar 
JF 
mengkomunikasika 

Verifikasi kelengkapan data, berita Dokumen pennohonan 1 hari berita acara 
n kepada pemohon, 

3 tidak izin berita acara dibuat acara. 
setelah pemohon 
melengkapi 
kekurangan 
administrasi. 

ya 

4 Penetapan izin draf izin I hari penetapan izin 

5 Cetak izin terbit (- £ penetapan izin 30 menit izin 

Total Waktu 2hari 90 menit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA !ZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN/ DOKTER HEWAN SPESIALIS MANDIRI 

( Nomor SOP 33 Tahun 2022 

�-.,§} 
7 ' 

0 "::i· ·--::� r<> 1 Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 09 s» oo on a e 
BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

SURAT IZIN PRAKTEK D0KTER 
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP HEW AN/ DOKTER HEW AN SPESIALIS 

MANDIRI 

DasarHukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

atas Undang- undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
Petemakan dan Kesehatan Hewan; permohonan Izin Praktek Dokter Hewan / Dokter Hewan Spesialis 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mandiri 
Otoritas Veteriner; 

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; 

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; 

6. Pera tu ran Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

',:,.-- 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA !ZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN/ DOKTER HEWAN SPESIALIS MANDIRI 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer. 

Pertanian 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Praktek Dokter Hewan/ 
Dokter Hewan Spesialis Mandiri. 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Praktek Dokter 
Hewan / Dokter Hewan Spesialis Mandiri. 

4. Buku Registrasi izin 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP 11 tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
kepada Praktek Dokter Hewan I Dokter Hewan Spesialis 
Mandiri 

% 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN] DOKTER HEWAN SPESIALIS MANDIRI 

NOMOR SOP • 33 Tahun 2022 
BUPATI KARANGASEM s_ REVIS '. 

TGL. PEMBUATAN ,. 
Surat in Prakrtk Doter Hewn/Dolter Hewan Spesiali Mandiri TGL. REVISI , . ,, 

TGL. EFEKTIF 12 0ktober 2022 

pelalana Mutu Baku 

Front 
No. Ural Prosed ur Office/Pet gs Tis Tells Kepala Persyaratan/ Keteranga 

Peno hon Penerima JF Keglatan Dina Perlenglpan Walt a out put 

Lay«nan 

-0p dokumen dokmen 
I Pengjuan permohonan permohonan izin permohonan 

izin 

Registrasi, menerma dan memeniksa dokumen tanda terima 
2 kelengknpan berkas dan cetak tanda 

permohonan izin 60 Menit 
berkas terima berkas 

Jhika berkas tid a.k 
engkap dan benar, 

Berkas JF 
dokumen permohonan mcngkomunikasikan 3 Entry Data dan Verifikasi Berkas lzin .. Ya permohonan iin 60 Memit yang sud.ah kepoda pemohon 

terverifikasi agau berkas 
diengknpi -- H Penjadwala.n dan Surat 

Undangan a Penjedwala dan venifikasi lapengoon verifikasi 3 hari verifikasi lapeangau 
lapagan 

Jika berkas tidak 
engkap dan benar, 
tim teknis kegiatan 

Daftar Had ir 
mengkomunikasikan 

Notulen verifikasi lapangan, berita acan ke pemohon, berita 
s pemeriksaan administrasi dan teknis tidle a Denita Acar 120 1enit Notulen, dan acaura dibunt sete la.h 

Denita Aeara pemohon me lengkapi 
kekurngan 
dimaksud 

6 Tanda Tanga Elektronik lzin 5 Menit zin 

e- -- 7 lzin Terbit 5 merit 

Total Walrt 3 bl 250 menit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN 

() Nomor SOP 33 Tahun 2022 �!I;?' r {· 
.."" 

Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 ca 09 0 s» oo on a e 

BUPATI KARANGASEM 
Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER 
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN 

DasarHukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
Peternakan dan Kesehatan Hewan permohonan ' 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Otoritas Veteriner; 

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; 

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 ten tang 
Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; 

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

-� 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer. 

Pertanian 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Paramedik Veteriner 
Pelayanan Kesehatan Hewan 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Paramedik 
Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan 

4. Buku Registrasi izin 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
kepada Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN 

:. BUPATI KARANGABEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 " J 
(� 

REVISI 
TGL. PEMBUATAN 

Surat Iain Paramedii Veteriner Pelayanan Kese hatan Hewn TGL. REVISI 
TGL. EFEKTIF 12 0ktober 2022 

Pelak«na Mutu Baku 

Front 
No. Urain Prosed ur office/ Petugas Persyaratan/ Keterangan Pero hon Penerim JF Kepala Dina 

Perle ngla pan Walt u Out put 
Laynan 

I Pengajuan permohonan Dokumen permohonan Dokumen 

I izin permohonan izin 

registrasi, menerima dan memeniksa an Dokumen permohonan 2 kelengkapan berkas, oetak tanda terima 60 menit tanda terima berkas berkas, entry data izin 

Jika kelengknpan 
berkas tidak lengkap 
dan benar JF 
mengkomunikasikan 

Verifikasi kelengkapan data, berita acara Dokumen permohonan 
I hari berita acara 

kepada pemohon, berita 3 tide izin acara dibuat setelah 
pemohon melengkapi 
kekurangan 
administrasi 

y 

4 Penetapan izin draf izin I hari penetapan izin 

5 Cetak izin terbit .. H peneta pan izin 30 menit izn 

Total Walt u 2haul 90 nae nit 



STANDAR OPERAS!ONAL PROSEDUR PERIZ!NAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PARAMED!K VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN MANDIRI 

n cg 0u 4s» os.one ae] 
BUPATIKARANGASEM 

PERIZINAN NON BERUSAHA 

Nomor SOP 

Tanggal Efektif 

Disahkan Oleh 

NAMASOP 

33 Tahun 2022 

12 Oktober 2022 

BUPATIKARANGASEM 

IZIN PARAMEDIK VETERINER 
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN 

MANDIRI 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
Peternakan dan Kesehatan Hewan permohonan ; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Otoritas Veteriner; 

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; 

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; 

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

1/ 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN MANDIRI 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor 1. Perangkat Komputer/Printer. 

Pertanian 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin Paramedik Veteriner 
Pelayanan Kesehatan Hewan Mandiri 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Izin Paramedik 
Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan Mandiri 

4. Buku Registrasi izin 
5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan nendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
kepada Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan 
Mandiri 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN MANDIRI 

" BUPATI KARANGABEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 
REVISE 

� TGL. PEMBUATAN .. 
Surat Iain Para edik Veterner Pelayanan Kesehatan Hewan Mandiri TGL. REVIS '. •. 

TGL. EFEKTIF 12 0ktober 2022 
Pelalsaa Mutu Baku 

Front 
No. Urala Prosedur Office/Petugs Tim Telat Kepala Persyaratan/ Keterangan Per ohon Penerim JF 

Keglatan Dina Perlenglapan Walt u Output 
Layanan 

-69 dokumen dokumen I Pengajuan permohonan permohonan permohona 
izin n izin 

Registrasi, menerima dan memeriksa dokumen tanda 2 kelengkapan berkas dan cetak tanda permohonan 60 Merit terinn terima berkas izin berkas 

Jika berkas tidak 
Derkas lengkap dan benar, 

dokumen permohona JF 
3 Entry Data dan Verifikasi Berkas lzin Ya permohonan 60 Menit n yang mengkomunikasikan 

izin sud ah kepada pemo hon 
tervenifikasi agar berkas 

dilengkapi 

Eh H Pen jadwala Surat 
Undangan 4 Penjadwalan dan verifikasi lapangan dan verifikasi 3 hari 
verifikasi lapangan 
lapan gan 

Jika berkas tidak 
engkap dan benar, 
tin teknis kegintan 

Daftar Hadir mengomumikasikan Notulen verifikasi lapangan, berita acar 
tidal g Berita Aara 120 menit Notulen, ke pemohon, Derita 5 pemeriksaan administrasi dan teknis 

dan Berita acara dibuat setelah 
Aeara pemohon melengkapi 

kekurangan 
dimak sud. 

6 Tanda Tangen Elek tronik lzin 5 Menit lzin 

€ H 7 lzin Terbit 
5 menit 

Total Walt a 3 hart 250 aenit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR 

t ) Nomor SOP 33 Tahun 2022 
Tanggal Pembuatan 

��- 
Tanggal Revisi ' • Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 

e. cs 00 u s» as» on «e a e 
BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM 

SURAT IZIN PARAMEDIK 
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP VETERINER PELAYANAN 

IN SEMINA TOR 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat 

Nomor 18 tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan; pengajuan permohonan Surat Izin Paramedik 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; Veteriner Pelayanan Inserninator. 
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik 1. Mengisi Formulir Permohonan 

Veteriner; 2. Kartu Identitas Pemohon: 
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan a. KTP Elektronik Pemohon 

Berusaha Sektor Pertanian; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang pejabat oteritas 3. ljazah Sarjana Kedokteran Hewan, Diploma 

veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; Kesehatan Hewan atau ijazah sekolah kejuruan 
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan bidang Kesehatan Hewan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana 4. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi 
telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 Paramedik Veteriner (dikecualikan bile dalam 

t 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun wilayah Ka bu paten belum terdapat organisasi 
2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan profesi Paramedik Veteriner) 
dan Nonperizinan. 5. Surat Keterangan pemenuhan persyaratan Tempat 

Pelayanan Paramedik Veteriner 
6. Sertifikat Kompetensi di bidang Inseminasi Buatan 

yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi. 
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan. 
8. Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan atau Tenaga 

Kerja (Bag 
Permohonan Baru) I Bukti Lunas Bayar Bulan 
terakhir BPJS Kesehatan atau Tenaga Kerja 
(Perpanjangan / Peru bahan) 

9. Pas foto terbaru berwarna. 
10. Mengembalikan Sertifikat Asli Surat Izin 

Praktik (Perpanjangan) 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Pertanian 1. Perangkat Komputer /Printer. 
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 2. Panduan syarat Pengajuan Pennohonan Izin 
3. Persetujuan Lingkungan Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator 

3. Buku monitoring perjalanan dokumen 
4. Buku penyerahan arsip izin terbit 
5. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada penerbitan Surat Izin 
Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator 

! 
--- --- ----- ----- ----- ------------ 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR 

,, 
) NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

t BUPATI KARANGABEM 

-� REVISI 
TGL. PEMBUATAN , 

•• Surat Lain Pramedii Veteriner Pelyanan Inseminat or TGL. REVIS : 
TGL. EFEKTIF 12 Oktober 2022 

Pelaksana Mutu Baleu 

Front 
No. Uralan Prosed ur office/ Petug Persyaratan/ Walctu Output 

Keterangan Pero hon Penerima JF Kepala Dina Perlenglapan 
ayanan 

Pengajuan permohonan Dokumen permohonan Dokumen I 

I izin permohonan izin 

registrasi, menerima dan memeriksa min Dokumen permohonan 2 kelengkapan berkas, cetak tanda terima izin 60 merit tanda terima berkas 
berkas, entry data 

Jika kelengkapan berkas 
tidak lengkap dan benar 
JF mengkomunikasikan 
kepada pemohon, berita 

Dokumen permohonan acara dibunt setelah 
3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidak 

izin I hari berita acara pemohon melengkapi 
kekurangan administrasi. 

ya 

4 Penetapan izin draf izin 1 hatri penetapan izin 

5 Cetak izin terbit -- -1111 penetapan izin 30 menit izin 

Total Walctu 2 bani 90 menit 

l 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZJN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR MANDIRI 

t>) NomorSOP 33 Tahun 2022 

-��/ 

a" Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 , 

e cs 0nu s» ao» on e a c 
BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

SURAT IZIN PARAMEDIK 
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP VETERINER PELAYANAN 

INSEMINATOR MANDIRI 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 1. Menguasai pengoperasian komputer. 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang 2. Menguasai I memiliki pengetahuan tentang 
Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; syarat pengajuan permohonan Surat Izin 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 ten tang Pelayanan Jasa Medik Mandiri. 
Veteriner; 1. Mengisi Formulir Permohonan 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan 2. Kartu Identitas Pemohon : 
Berusaha Sektor Pertanian; a. KTP Elektronik Pemohon 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 ten tang pejabat oteritas veteriner b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
dan Dokter Hewan Berwenang; 3. Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, Diploma Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan atau ijazah sekolah 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah kejuruan bidang Kesehatan Hewan 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang 4. Surat Rekomendasi dari organisasi profebi 

< 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR MANDIRI 

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Paramedik Veteriner ( dikecualikan bila 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan. dalam wilayah Kabupaten belum terdapat 

organisasi profesi Paramedik Veteriner) 
5. Surat Keterangan pemenuhan persyaratan 

Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner 
6. Sertifikat Kompetensi di bidang lnseminasi 

Buatan yang diterbitkan oleh lembaga 
sertifikasi profesi. 

7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian 
dan Ketahanan Pangan. 

8. Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan atau 
Tenaga Kerja (Bag 
Permohonan Baru) I Bukti Lunas Bayar 
Bulan terakhir BPJS Kesehatan atau Tenaga 
Kerja (Perpanjangan/Perubahan) 

9. Pas foto terbaru berwarna. 
10. Mengembalikan Sertifikat Asli Surat Izin 

Praktik (Perpanjangan) 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Pertanian 1. Perangkat Komputer /Printer. 
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Izin 
Persetujuan Lingkungan Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator 

Mandiri 
3. Buku monitoring perjalanan dokumen 
4. Buku penyerahan arsip izin terbit 
5. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada penerbitan Surat Izin 
Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator Mandiri 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR MANDIRI 

t . ' BUPATT KARANGABEM NOMOR SOP • 33 Tahun 2022 

� 

REVISI ; � + TGL PEMBUATAN '. 
Surat Iain Pararedlie Veteriner Pela yanan Inseminator Mandiri TGL. REVISI :­ % 

TGL. EFEKTIF 12 0ktober 2022 
Pelalsana Mutnu Baku 

Front 
N. Ural Prosed 

Pero hon offee/Petnga Tim Teknis Kepala Persyarat a/ Keteranga 
Penerima JF 

Kegiatan Dimas Perlengkapan Walet u Out put 
La ya.nan 

-09 dokumen 
I Pengajuan permohonan dokumen 

permohonan permohonan izin 
izin 

Registrasi, menerima dan memeriksa 
dokumen tanda terima 2 kelengkapan berkas dan cetak tanda 

permohonan ii 60 Menit berkas terima berkas 

hika berkas tidak 

Berkas 
lengknp dan benar, 
JF 

3 Entry Data dan Verifikasi Derkas zin Ya dokumen 60 Me nit permohonan mengkomunikasikan ,--- penohonan izin yang sudah kepada pemohon 
terverifikasi agar berkas 

dilengkapi 

ti H Penjadwalan de Surat 

4 Penjadwalan dan verifikasi lapangan verifikasi 3 bani Undangan 

lapagan verifikasi 
lapangau 

Jika berkas tidak 
lengkap dan benar, 
tim teknis kegiatan 

Daftar Had ir engkounikasikan 

5 
Notulen verifikasi lapangan, berita acara 

tidale ya Berita Acar 120 me nit Notulen, dan 
ke pemohon, berita 

pemeniksaan administrasi dan teknis 
Benita Acara 

acara dibuat setelah 
pemohon melengkapi 
kekurangan 
diraksud. 

6 Tanda Tangan Elektronik lzin 5 Menit lzin 

JG H lzin Terbit 7 5 menit 

Total Walt u 3 hart 250 menit % 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN 

Nomor SOP 33 Tahun 2022 
$ « 

_§; 
' Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 • .. 

e 54 00 u s»» oo on e ace 
BUPATI KARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 

SURAT IZIN PARAMEDIK 
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMA SOP VETERINER PELAYANAN 

PEMERIKSAAN 
KEBUNTINGAN 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 1. Menguasai pengoperasian komputer. 
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - 2. Menguasai I memiliki pengetahuan tentang syarat 

undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; pengajuan permohonan Surat Izin Paramedik 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Otoritas Veteriner; Veteriner Pemeriksa Kebuntingan. 
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik 1. Mengisi Formulir Permohonan 

Veteriner; 2. Kartu Identitas Pemohon: 
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan a. KTP Elektronik Pemohon 

Berusaha Sektor Pertanian; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang pejabat oteritas 3. ljazah Sarjana Kedokteran Hewan, Diploma 

veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; Kesehatan Hewan atau ijazah sekolah kejuruan 
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan bidang Kesehatan Hewan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana 4. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi 
telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun Paramedik Veteriner ( dikecualikan bila dalam 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 wilavah Kabupaten belum terdapat oganisasi 

C--- 

- - - - -- --- 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDVR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang profesi Paramedik Veteriner) 
Perizinan dan Nonperizinan. 5. Surat Keterangan pemenuhan persyaratan Tempat 

Pelayanan Paramedik Veteriner 
6. Sertifikat Kompetensi di bidang Inseminasi Buatan 

yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi. 
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan. 
8. Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan atau Tenaga 

Kerja ( Bagi Permohonan Baru) I Bukti Lunas 
Bayar Bulan terakhir BPJS Kesehatan atau Tenaga 
Kerja (Perpanjangan/Perubahan) 

9. Pas foto terbaru berwarna. 
10. Mengembalikan Sertifikat Asli Surat Izin 

Praktik (Perpanjangan) 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Sektor Pertanian 1. Perangkat Komputer/Printer. 
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan lzin 
3. Persetujuan Lingkungan Paramedik Veteriner Pemeriksa Kebuntingan. 

3. Buku monitoring perjalanan dokumen 
4. Buku penyerahan arsip izin terbit 
5. Lemari Arsi p 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada penerbitan Surat 
lzin Paramedik Veteriner Pemeriksa Kebuntingan. 

----- --- - - - --- ----- 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN 

.. BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

f �- REVIS : . 
TGL. PEMBUATAN " 

' Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemerilsaan Kebuntingan TGL. REVISI ' . ....... � ... -�· 
TGL. EFEKTIF : 12 0ktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

Front 
No. Uraian Prosed ur Office/Petugas Persyaratan/ Keterangan 

Pemohon Penerima JF Kepala Dinas Perlengapan Wa.ktu Output 

Layanan 

Dokumen Dokumen 
1 Pengajuan permohonan permohonan izin perrnohonan 

izin 

registrasi, menerima dan memeriksa Dokumen tanda terima 
2 kelengkapan berkas, cetak tanda permohonan izin 60 menit berkas terima berkas, entry data 

Jika kelengkapan 
berkas tidak 
lengkap dan benar 
JF 
mengkomunikasika 

Verifikasi kelengkapan data, berita tidal Dokumen I hari benita acara 
n kepada pemohon, 

3 permohonan izin berita acara dibuat acar a. 
setelah pemohon 
melengkapi 
kekurangan 
administrasi. 

ya 

4 Penetapan izin draf izin 1 hari penetapan izin 

5 Cetak izin terbit ­ H penetapan izin 30 menit izin 

Total Waktu 2hari 90 menit 

% 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT !ZIN PARAMEDIK VETERINER TEKNIK REPRODUKSI 

t : , Nomor SOP 33 Tahun 2022 

� .." 
e +a 09 0 s» oc 0n c a e Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 

BUPATIKARANGASEM 

Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM 

SURAT IZIN PARAMEDIK 
PERIZINAN NON BERUSAHA NAMASOP VETERINER TEKNIK 

REPRODUKSI 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 1. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan 

Kesehatan Hewan; komputer 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; 2. Memahami pelayanan administrasi publik 
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019, Tentang Pelayanan 3. Memahami alur atau tahapan proses administrasi 

Jasa Medik Veteriner; perizinan 
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang 4. Mengetahui dan memahami syarat pengajuan 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan permohonan izin 
Nonperizinan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan 5. Memahami pengisian blangko permohonan izin 
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 6. Mengetahui tim teknis dari Perangkat Daerah 
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang terkait 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 7. Memiliki kemampuan untuk mengisi lembar 
Nonperizinan. disposisi. 

� 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER TEKNIK REPRODUKSI 

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan 
1. SOP Izin Lingkungan/SPPL 1. Perangkat Komputer/Printer. 
2. SOP SIP Dokter Hewan/ Dokter Herwan Spesialis 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Izin 

Paramedik Veteriner Teknik Reproduksi. 
3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan 

Surat Izin Paramedik Veteriner Teknik Reproduksi. 
4. Buku Registrasi Surat Izin Paramedik Veteriner 

Teknik Reproduksi 
5. Buku Monitoring Perjalanan Dokumen 
6. Buku Penyerahan Arsip Izin Terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak: 

1. Pelaksanaan Pelayanan Surat Izin Paramedik Veteriner Teknik 
Reproduksi tidak dapat dilaksanakan dengan baik, prosedur dan waktu 
pelayanan tidak jelas. 

l 
- - - --- -- - - -- - - 



8TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN NON BERUSAHA SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER TEKNIK REPRODUKSI 

BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

j REVIS! - 
TGL. PEMBUATAN : - 

....._ ..... Surat Izin Paramedlk Veteriner Telnik Reproduksi TOL. REVISE : - 
TOL. EFEKTIF : 12 0ktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Ural.n Prosedu Front Persyaratan/ Keterangan 
Pemohon Office/Petuga JF Kepala Dina waktu Output 

Penerima Lay«nan Perlengkapan 

Pengajuan permohonan Dokumen Dokumen I 

I permohonan izin permohonan izin 

registrasi, menerima dan memeriksa an Dokumen tanda terima 2 kelengkapan berkas, cetak tanda permohonan izin 60 menit 
berkas terima berkas, entry data 

Jika kelengkapan 
berkas tidak lengkap 
dan benar JF 
mengkomunikasikan 
kepada pemohon, 

Verifikasi kelengkapan data, berita Dokumen berita acara dibuat 
3 tidak I hari berita acara setelah pemohon acara. permohonan izin 

melengkapi 
kekurangan 
administrasi. 

ya 

4 Penetapan izin draf izin I hari penetapan izin 

5 Cetak izin terbit G- H penetapan izin 30 menit izin 

Total Waktu 2hani 90 menit 

----- ------- ---- 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN LEGALISIR IZIN 

� 
+ 1 Nomor SOP 33 Tahun 2022 

'� 'I� � .." Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 
e «3 09 0 s» oo on e a e 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM BUPATIKARANGASEM 

NON PERIZINAN NAMA SOP LEGALISIR IZIN 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 2. Menguasai I memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan permohonan Legalisir Izin. 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan 
dan Nonperizinan; 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 1. Perangkat Komputer/Printer. 

Sektor PUPR 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Legalisir Izin 
2. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 3. Buku Registrasi Legalisir Izin 

Sektor Perdagangan 4. Buku penyerahan Legalisir Izin 
3. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 5. Lemari Arsip 

Sektor Telekomunikasi 
4. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 

Sektor Sosial 
5. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 

Sektor Kesehatan 
6. Seluruh SOP Pelavanan Perizinan Non Berusaha 

< 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN LEGALISIR !ZIN 

Sektor Transportasi 
7. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 

Sektor Pendidikan 
8. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 

Sektor Pertanian 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
kepada Pelayanan Legalisir Izin tidak dapat diselesaikan 
dengan baik, prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian 
tidakjelas dan tidak terukur. 



BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 t REVISI ' . 
� 

TGL. PEMBUATAN '" Legalisir Lin TOL REVISI : ..e 
TL EFEKTIF 12 0ktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

Front 
No, Urala Prosed ur Office/Petugas Persyaratan/ Keterangan Permohon Penerira JF Substansi PTSP Kepala Dins Perlengkapan Waktu Output 

Layanan 

I Pengajuan permohonan Dokumnen permohonan Dokumen permohonan 

I izin lzln 

Memveifikasi berkas permohonan a Dokumen permohonan 60 menit tanda terima berkas 2 legalisir izin 

Jika kelengkapan 
berkas tidak lengkap 
dan benar JF 
mengkomunikasikan 
kepada pemohon, 

Verifikasi kelengkapan data, berita Dokumen permohonan berita acara dibuat 3 tidak I hari berita acara acara. izin setelah pemohon 
melengkapi 
kekurangan 
administrasi. 

ya 

4 Legalisir Dokumen - draf izin 1 hari penetapan izin 

5 
Menyerahkan dokumen kepada ­ H penetapan izin 30 menit izin pemohon 

Total Wakrtu 2hart 90 menit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN PEMBATALAN IZIN 

t 4 Nomor SOP 33 Tahun 2022 
I 

' S- ' u6»] Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 
BUPATIKARANGASEM 

NON PERIZINAN NAMA SOP PEMBATALAN IZIN 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 2. Menguasai I memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang permohonan Pembatalan Izin 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan; 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 1. Perangkat Komputer/Printer. 

Sektor PUPR 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Pembatalan Izin 
2. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 3. Blangko permohonan Pembatalan Izin 

Sektor Perdagangan 4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Pembatalan lzin 
3. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 5. Buku Registrasi Pembatalan Izin 

Sektor Telekomunikasi 6. Buku monitoring perjalanan dokumen 
4. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 7. Buku penyerahan arsip pembatalan izin 

Sektor Sosial 8. Lemari Arsip 
5. Seluruh SOP Pelavanan Perizinan Non Berusaha 

? 

---- --- ----- - - - 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN PEMBATALAN IZIN 

Sektor Kesehatan 
6. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 

Sektor Transportasi 
7. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 

Sektor Pendidikan 
8. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 

Sektor Pertanian 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP 1n1 tidak dilaksanakan maka akan 
berdampak kepada penerbitan Pembatalan Izin 
terlambat 

! 



t . 1 BUPATI KARANGASEM NOMORSOP : 33 Tahun 2022 s REVISI : 
TOL. PEMBUATAN : . Pembatalan Izin TGL. REVISE ' 
TOL. EFEKTIF 12 0ktober 2022 

Pelaksana Mutu Baku 

Front 
No. Uralan Prosedur Office/Petuga JF Substansi PTSP Kepala Persyaratan/ Waktu Keterangan Pemohon Penerima Dinan Perlengkapan Output 

Layanan 

I Pengajuan permohonan Dokumen permohonan Dokumen permohonan 

I izin izin 

Memveifikasi berkas permohonan me Dokumen permohonan 2 pem batalan izin 60 menit tanda terima Derkas 

Jika kelengkapan 
berkas tidak lengkap 
dan benar JF 
mengomunikasikan 

Dokumen permohonan kepada pemohon, 3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidal I hari berita acara berita acara dibuat izin 
setelah pemohon 
melengkapi 
kekurangan 
administrasi. 

ya 

4 Legalisir Dokumen draf izin 1 hari penetapan izin 

5 Menyerahkan dokumen kepada pemohon -- H penetapan izin 30 menit izin 

Total Waktu 2hart 90 menit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN PENCABUTAN !ZIN 

f f ) Nomor SOP 33 Tahun 2022 

-�- • Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 
e «a 09 u s» as on r a cc 

BUPATIKARANGA8EM BUPATIKARANGASEM Disahkan Oleh 

PERIZINAN NON OSS NAMA SOP PENCABUTAN IZIN 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Kedokteran; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga permohonan Surat Izin Non OSS. 

Kesehatan; 
3. Pera tu ran Menteri Kesehatan Nomor 

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang, Izin Praktik, dan 
Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 
33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan; 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Non Perizinan Berusaha. 1. Perangkat Komputer/Printer. 

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Pencabutan 
Izin Non OSS. 

3. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Surat 
Pencabutan Izin Non OSS. 

4. Buku Registrasi Surat lzin Non OSS. 
« 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN PENCABUTAN !ZIN 

5. Buku monitoring perjalanan dokumen 
6. Buku penyerahan arsip Pencabutan izin terbit 
7. Lemari Arsip 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
kepada penerbitan Pencabutan Izin Non OSS terlambat 

------- --- 



,, 
BUPATI KARANGASEM NOMORSOP : 33 Taun 2022 

JI. REVISI ' - 
TGL. PEMBUATAN .e­ Pencabutan Izin TGL. REVISI 
TGL. EFEKTIF : 12 0ktober 2022 

Pelaksan Mutu Baku 

Front 
No. Uralan Prosed u Ofnee/Petug Kepala Persyaratan/ 

Waktu output 
Keterangan 

Pemohon Penerlra JF Substansf PTSP 
Dina Perlengkapan 

Layanan 

I Pengajuan permohonan Dokumen permohonan Dokumen permohonan 

I izin izin 

Memveifikasi berkas permohonan in Dokumen permohonan 60 menit tanda terima berkas 2 pencabutan izin 

Jika kelengkapan 
berkas tidak lengkap 
dan benar JF 
mengkomunikasikan 
epada pemohon, 

Dokumen permohonan berita acara dibuat 
3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidal izin I hari berita acara setelah pemohon 

melengkapi 
kekurangan 
administrasi. 

ya 

• Legalisir Dokumen draf izin I hari penetapan izin 

5 Cctak pencabutan izin terbit ­ H penetapan izin 30 menit izin 

Total Wakrtu 2hart 90 menit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN SURAT KETERANGAN DALAM PROSES PERIZINAN 

3 Nomor SOP 33 Tahun 2022 

� � _, 8 
T �• 
%., 4 Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 l,'� 

±. <a Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 09 s» 0o» 0n c a c 

BUPATIKARANGASEM 

NON PERIZINAN NAMASOP SURAT KETERANGAN DALAM 
PROSES PERIZINAN 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 2. Menguasai I memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang permohonan Surat Keterangan Dalam Proses Perizinan. 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan; 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 1. Perangkat Komputer/Printer. 

Sektor PUPR 2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Dalam 
2. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Proses Perizinan. 

Sektor Perdagangan 3. Buku Registrasi Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat 
3. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Keterangan Dalam Proses Perizinan. 

Sektor Telekomunikasi 4. Buku penyerahan Panduan syarat Pengajuan Permohonan Surat 
4. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha Keterangan Dalam Proses Perizinan. 

Sektor Sosial 5. Lemari Arsip 
5. Seluruh SOP Pelavanan Perizinan Non Berusaha 

• 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PER1ZINAN SURAT KETERANGAN DALAM PROSES PERIZINAN 

Sektor Kesehatan 
6. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 

Sektor Transportasi 
7. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 

Sektor Pendidikan 
8. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Non Berusaha 

Sektor Pertanian 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak 
kepada Pelayanan Panduan syarat Pengajuan 
Permohonan Surat Keterangan Dalam Proses Perizinan 
tidak dapat diselesaikan dengan baik, prosedur, 
persyaratan, waktu penyelesaian tidak jelas dan tidak 
terukur. 



, ' BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP : 33 Tahun 2022 

t 
� 

REVISI " 

TOL. PEMBUATAN 
Surat Keterangan Dalar Proses Peril nan TGL. REVIS! : 

we 
TGL. EFEKTIF 12 Oktober 2022 

Pelakana Mutu Baku 

Front 
No. Uralan Prosedur Office/Petugas Kepala Dlnas Persyaratan/ Output 

Keterangan Pemohon Penerlma JF sub»tans4 PTSP Perlengapan Waktu 

Layanan 

I Pengajuan permohonan Dokumen permohonan Dokumen permohonan 

I izin izin 

Memveifikasi berkas permohonan Surat min Dokumen permohonan 60 menit tanda terima berkas 2 Keterangan Dalam Proses izin 

Jika kelengkapan 
berkas tidak lengkap 
dan benar F 
mengkomuntkasikan 
kepada pemohon, 

Dokumen permohonan berita acara dibuat 
3 Verifikasi kelengkapan data, berita acar. tidal izin hari berita acara setelah pemohon 

melengkapi 
kekurangan 
administrasi. 

ya 

4 Legalisir Dokumen .. draf izin hari penctapan izin 

5 Menyerahkan dokumen kepada pemohon -- H penetapan izin 30 mcnlt izin 

Total Waktu 2hart 90 menit 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

th Nomor SOP 33 Tahun 2022 

'�-{ 
i.. Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 , 

± s3 09u s» oo on «e a e 
Disahkan Oleh BUPATI KARANGASEM BUPATI KARANGASEM 

NON PERIZINAN NAMA SOP SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 
1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 2. Menguasai I memiliki pengetahuan tentang syarat pengajuan 
Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang permohonan Legalisir lzin.. 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Perizinan dan Nonperizinan; 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Nonperizinan 1. Perangkat Komputer/Printer. 

2. Panduan syarat Surat Kerterangan Penelitian 
3. Buku Registrasi Surat Keterangan Penelitian 
4. Buku penyerahan Surat Keterangan Penelitian 
5. Lemari Arsip 

« 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

Peringatan Pencatatan dan pendataan 
Jika SOP 1n tidak dilaksanakan maka akan 
berdampak kepada Surat Keterangan Penelitian tidak 
dapat diselesaikan dengan baik, prosedur, 
persyaratan, waktu penyelesaian tidak jelas dan tidak 
terukur. 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON PERIZINAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

BUPATI KARANGASEM NOMOR SOP 33 Tahun 2022 

,s REVISI ' - 
TGL. PEMBUATAN . 

• Surat Keterngan Peneitian TGL REVISE ,. 
TGL EPERT 12 0ktober 2022 

Pelak#and Mutu Baku 

Front 
No. Urda Proedu Office /Petug Peryaratan/ Keternan 

Perohon Peerim Jr Substan PTSP Ke pala DH Perlengkapan Wal tu Output 

aynan 

I engajuan permohonan - Dokumen permohonan Dolumen permohonan 

I in iin 

2 
Memveifikasi beras permobonan Surat Keterangan - Dolumen permohonan 60 menit tanda terima berkes Penelitian in 

hika kelengkapan berkas 
tidak lengkap den benar IF 
mengkorunikasikan 
kepada pemohon, benta 

3 Verifikasi kelengkapan data, berita acara. tidal Dokumen permohonan t hari berita acer a acara dibuat setelah 
in pemohon melengap 

kekurangan administrast 

ya 

4 Legalisir Dokuren • draf izin hari penetapan iin 

­ H 5 Menverahkas dokurnen kepada pemohon penetapan iain 30 menit in 

Total Wakrtu 2ha 90 menit 

l 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENG A WASAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO PADA DINAS 

() 
Nomor SOP 33 Tahun 2022 

§' -�-,. '{� 
is. Tanggal Efektif 12 Oktober 2022 ' ,. 

Disahkan Oleh BUPATIKARANGASEM 
± «s 09 s»» 0o on am a c 

BUPATIKARANGASEM 

PENGAWASAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO PADA DINAS NAMASOP PENGAWASAN PERIZINAN BERBASIS 
RISIKO PADA DINAS 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 1. Menguasai pengoperasian komputer. 

Modal; 2. Menguasai / memiliki pengetahuan tentang syarat dan prosedur 
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; pengajuan permohonan Pengawasan Perizinan Berbasis Resiko, 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah; 
5. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan SOP; 
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata 
Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang ' le 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGA WASAN PERIZlNAN BERBASIS RISIKO PADA DINAS 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang 
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah dirubah, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan. 

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan 
1. Seluruh SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 1. Perangkat Komputer/Printer. 

2. Panduan syarat Pengajuan Permohonan Pengawasan Perizinan 
Berbasis Risiko. 

3. Blanko permohonan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko. 
4. Dokumen ketentuan teknis terkait Penerbitan Pengawasan Perizinan 

Berbasis Risiko. 
5. Buku Registrasi Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko. 
6. Buku monitoring perjalanan dokumen. 
7. Buku penyerahan arsip izin terbit. 
8. Lemari Arsip. 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak kepada 
penyelesaian Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko tidak dapat 
dilaksanakan dengan baik, prosedur, persyaratan, waktu 
penyelesaian tidakjelas dan tidak terukur. 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO PADA DINAS .e ) BUPATI KARANGASEM NOMORSOP • 33 Tahun 2022 
REVISI • - 

� 
TGL. PEMBUATAN • - 

<. Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko pada Dinas TGL. REVISI : - 
TGL. EFEKTIF 12 Oktober 2022 

Pe • Mutu 

No. Uraian Prosedur JF PTSP Koordinator JF JF Penanaman Tim Pengawasan Kepala Dina Persyaratan/ Wakrtu Output Keterangan 
Penanaman Modal Modal Perlengkapan 

Untuk Resiko Rendah dan 

Mengumpulkan dan 
Menengah Rendah Inspeksi 

I 
Usaha yang sudah 2 Hari Data Pelaku Usaha - Lapangan Dilaksanakan 

memilah data pelaku usaha memiliki NIB Sekali dalam Setahun 

Untuk Resiko Menengah 

Memverifikasi data pelaku Usaha yang sudah Tinggi dan Tinggi Inspeksi 
2 usaha memiliki NIB 2 Hari Data Pelaku Usaha - Lapangan Dilaksanakan Dua 

Kali dalam Setahun 

Menyusun jadwal Jadwal Inspeksi Jadwal Inspeksi 
3 pelaksanaan Inspeksi 1 hari 

lapangan I Lapangan Lapangan 

Melaksanakan Inspeksi [yin Pelaksanaan Pelaksanaan Inspeksi 
4 Lapangan Bersama Tim 1 Hari 

Teknis Pengawasan 
Inspeksi Lapangan Lapangan 

5 
Pengawasan dan Laporan I BAP 1 Jam BAP 
Pelaksanaan Inspeksi 
f 

Total Waktu 6 Hari 60 Menit 

$r BUPATIKARANGASEM ;j 
84 C. f I GEDE DANA 
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